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ABSTRAK 

 
Pernikahan pada asasnya menganut asas monogami di 

mana seorang suami jika tanpa ada alasan yang jelas maka 

hanya diperbolehkan beristri satu. Namun pada kenyataannya 

banyak terjadi di masyarakat, tanpa ada alasan yang jelas 

seorang suami memiliki istri lebih dari seorang atau poligami. 

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang 

bersamaan. Dalam hukum Islam poligami diperbolehkan asalkan 

memenuhi syarat yaitu dapat berlaku adil yaitu salah satunya hal 

ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa’ [4]: 3. Dalam hukum 

positif poligami juga boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat 

dan ketentuan sebagaimana yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 

dan PP No. 9 tahun 1975. Dalam kasus ini pihak suami 

mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah 

terlanjur menghamili calon istri keduanya sedangkan calon 

istrinya tersebut meminta pertanggungjawaban untuk pernikahan 

mereka disahkan secara hukum sebab sebelumnya mereka sudah 

menikah siri. Hal ini yang menjadi permasalahan pokok dalam 

penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pertimbangan hakim mengenai pemberian izin 

poligami terhadap putusan hakim nomor 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung 

Karang? dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum 

Positif tentang pemberian izin poligami terhadap putusan hakim 

nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung 

Karang?. 

Jenis Penelitian ini merupakan penelititan kepustakaan 

(Library Research), sifat penelitian ini adalah deskriftif analitik 

yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan data-data 

kemudian disimpulkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

data primer diperoleh dari putusan peradilan, Undang-Undang, 

dan KHI. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, 

website dan data-data yang mendukung penelitian ini. 

 Hasil Penelitian yaitu, bahwasannya pertimbangan 

hakim dalam menolak perkara izin Poligami tersebut secara 
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formil berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 

1974 yang pada intinya Pemohon tidak memenuhi syarat untuk 

melakukan poligami. Atas dasar dari ketentuan-ketentuan 

hukum tersebut hakim memandang bahwa permohonan izin 

poligami dari Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu 

apabila dilihat secara hukum Islam dan hukum positif pada 

dasarnya dalam melihat masalah poligami ini memiliki beberapa 

persamaan dan perbedaaan. Diantara persamaan pandangan itu 

adalah sama-sama sepakat bahwa syarat poligami yakni  sama-

sama menekankan sifat adil sebagai syarat utama bagi seseorang 

yang akan melakukan poligami. Sedangkan perbedaanya, 

hukum Islam di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 

membolehkan poligami sepanjang bisa berlaku adil, namun 

tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, sementara 

syarat-syarat kebolehan berpoligami dalam hukum positif diatur 

lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) yakni istri mendapat cacat badan 

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Pasal 5 ayat (1) 

yakni harus memperoleh izin dari istri. 

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif    
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MOTTO 

 

هَ الىِّسَاۤءِ  وَانِْ خِفْتمُْ الََّا تقُْسِطوُْا فىِ الْيتَٰمٰى فاَوْكِحُوْا مَا طَابَ لكَُمْ مِّ

مَثْىٰى وَثلُٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فاَنِْ خِفْتمُْ الََّا تعَْدِلوُْا فوََاحِدَةً اوَْ مَا مَلكََتْ 

 ٣ايَْمَاوكُُمْ ۗ ذٰلكَِ ادَْوٰٰٓى الََّا تعَُوْلوُْاۗ 

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), 

nikahilah perempuan          (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, 

atau empat. Akan tetapi, jika kamu   khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau        hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih              

dekat untuk tidak berbuat zalim.” 

(Q.S An-Nisa [4]: 3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi 

ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau 

kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat  

tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul: ―Analisis Hukum Islam dan Hukum 

Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian 

Izin Poligami terhadap Wanita yang Sudah Dihamili pada 

Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)‖. Adapun istilah-istilah yang 

perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis 

Analisis adalah proses memecah topik atau 

substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang 

lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

baik.1 

2. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan 

berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah 

laku Mukallaf (orang yang dibebani hukum atau orang 

yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang 

berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan 

larangan-Nya)
2
 yang diakui dan diyakini berlaku 

mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.3  

                                                           
1 Syafnidawaty, ―Analisis,‖ Universitas Raharja, November 14, 

2020, https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/ 
2 Jayusman, ―Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Konsep Mukallaf),‖ YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan 
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3. Hukum Positif 

Hukum Positif adalah Ius constitutum suatu 

negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara 

pada suatu saat tertentu sebagai contoh: hukum 

Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan Ius 

Constitutum, atau bersifat hukum positif, juga 

dinamakan tata hukum Indonesia.4   

4. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan di 

mana majelis hakim mempertimbangkan Pertimbangan 

Hakim merupakan salah satu aspek terpeting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim 

yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan 

mengandung kepastian hukum, disamping itu juga 

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim 

tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.5 

 

5. Izin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihamili 

Izin Poligami adalah izin yang apabila seorang 

suami hendak beristri lebih dari satu orang harus 

                                                                                                         
Hukum Islam 5, no. 1 (January 18, 2016) 139-171, 

https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.695. 
3 Zainudin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.  
4
 Ibid., 163-164. 

5
 Mukri Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140. 
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mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yang 

pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.6 

Sedangkan Poligami menurut KHI BAB IX Pasal 55 

ayat 1 poligami adalah beristri lebih dari satu orang pada 

waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang 

istri.7 Kesimpulannya adalah Izin Poligami yang 

dilakukan apabila seorang suami hendak beristeri lebih 

dari satu orang diajukan kepada pengadilan agama 

dengan alasan telah menghamili wanita diluar 

pernikahan yang sah. 

6. Pengadilan Agama  

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat 

pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 

dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.8  

7. Putusan Pengadilan 

Putusan Pengadilan ialah pendapat seorang 

hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan 

dibawakan oleh hakim dalam persidangan terbuka 

kepada halayak, sebagai suatu hasil dari suatu 

pemeriksaan perkara gugatan dan didasari adanya suatu 

persengketaan.9 

                                                           
6
 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian 

Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 369. 
7 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 156. 
8 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: PT 

Rajagrafindo persada, 2003), 3. 
9
 Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di 

Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 146. 
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Berdasarkan istilah-istilah yang ada dalam 

penegasan judul, penulis dapat menegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan judul ―Analisis Hukum Islam Dan Hukum 

Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian 

Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Pada 

Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)‖, adalah menganalisis Hukum 

Islam dan Hukum Positif terhadap putusan hakim 

Pengadilan Agama Tanjung Karang terkait permasalahan 

Izin Poligami terhadap wanita yang sudah dihamili (hamil 

diluar nikah). 

B. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan pada dasarnya menganut asas 

monogami, di mana seorang suami tanpa ada alasan yang 

jelas dan rasional hanya diperbolehkan beristri satu 

begitupun sebaliknya.
10

 Kenyataannya tidak sedikit terjadi 

di masyarakat, seorang suami memiliki lebih dari seorang 

istri/poligami.11 

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis 

diwaktu yang bersamaan. Berpoligami adalah menjalankan 

(melakukan) poligami. Poligini sama dengan poligami, 

yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang 

sama. Poligami masih menjadi persoalan yang mengundang 

kontroversi dan berbagai persepsi, namun pada sisi lain 

poligami mengangkat martabat kaum perempuan, 

melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan 

                                                           
10 Hanif Al-fauzi Nur, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani, 

―Monogami dalam Tinjauan Mubadalah,‖ El-Izdiwaj: Indonesian Journal of 

Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (December 30, 2022): 93–108, 

https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281 
11

 Team Media, Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Arkola, t,t), 

120. 
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keji dan maksiat. Berbicara masalah poligami Allah 

berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 : 

َوَ   ِ ٍِّ َ ٌْ َى نُ َط اب  ا  ٍ َ ّْنِحُىْا ًَف ا َٰ َاىُْ تٰ َفًِ َتقُْسِطىُْا َا لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ اِ

اَ  ٍ َ َا وْ جً احِد  َت ؼْدِىىُْاَف ى  َا لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ َف اِ َۚ زُتٰغ  َو  حيُٰج  ًَو  ْٰ خْ  ٍ َ اۤءِ اىِّْس 

َت ؼُىْىىُْاَۗ َا لَّا ًٰٓ ّٰ َا دْ ََۗذٰىلِ  ٌْ اّنُُ  َ َْ تَْا  ي ن   ٍ٣َ 

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 

seorang saja. (QS. An-Nisa‘ [4]: 3) 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah membolehkan 

seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu, dan juga 

memerintahkan untuk menikahi satu istri saja bila ia 

khawatir tak mampu berbuat adil. Nabi sendiri memiliki 

sembilan istri. Sebagaimana ucapan beliau adalah dalil, 

begitu juga dengan perbuatan beliau.12 

Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh 

Aibak, maksud dari ayat tersebut ialah untuk memberantas 

atau melarang tradisi jaman jahiliyah yang tidak manusiawi, 

yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya 

tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia 

bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak 

sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan 

orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. 

Demikian pula tradisi jaman jahiliyah yang mengawini istri 

banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan dilarang oleh 

                                                           
12 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 201. 
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Islam berdasarkan ayat ini.13 Poligami erat kaitannya 

dengan esensi perkawinan, di mana tujuan perkawinan yang 

sangat esensial adalah untuk mewujudkan kehidupan yang 

sakinah, mawaddah, warahmah. 

Menurut terminologi, poligami berasal dari bahasa 

Yunani, di mana kata polus berarti banyak dan gamos 

berarti kawin. Kawin banyak di sini berarti seorang pria 

kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang 

wanita kawin dengan lebih dari seorang pria dalam waktu 

yang bersamaan yang mengadakan transaksi perkawinan.14 

Peristiwa tersebut di atas banyak terjadi di 

masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan 

pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu dari 

masyarakat awam maupun kalangan intelektual. Di mana 

umumnya masyarakat masih banyak beranggapan bahwa 

perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan 

manusiawi. Permasalahan poligami dewasa ini semakin 

bertambah rumit karena banyak pertentangan oleh berbagai 

pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang 

berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. 

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang 

tersebut mengatur tentang asas monogami, bahwa baik pria 

ataupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang 

bersangkutan karena hukum dan agama yang 

mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari 

seorang. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak 

yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila 

                                                           
13 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2017), 70-71. 
14 Bibit Suprapto, Liku Liku Poligam (Yogyakarta: Al-Kautsar, 

1990),  11. 
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memenuhi dari persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 

pengadilan.15 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-

Undang tersebut. Suami yang bermaksud untuk beristri 

lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan 

tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan 

Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan 

tersebut dikabulkan atau ditolak. 

Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan 

putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada 

aturan yang berlaku.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Pasal 3, 4, dan 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Pasal 40-44 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-

59.16 

Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani 

perkara (Absolute Coupetensial) Pengadilan Agama berhak 

untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan 

mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang 

poligami.17 Pengajuan perkara, bagi para pihak yang 

mengajukan permohonan poligami harus memenuhi 

beberapa persyaratan yang ketat dan menunjukkan bukti-

bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima oleh 

hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama 

                                                           
15 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: Haji  Mas Agung, 

1993), 10. 
16 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),  241. 
17

 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Pedoman 

Beracara Pada Pengadilan Agama (Jakarta: Departemen Agama RI, 1980), 

1. 
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berpedoman kepada Undang-Undang serta Kompilasi 

Hukum Islam dalam mempertimbangkan perkara tersebut. 

Poligami memiliki alasan-alasan yang dapat 

diterima oleh Pengadilan Agama diantaranya adalah seperti 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2) yaitu: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

seorang istri. 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

bisa disembuhkan. 

3. Istri tidak bisa melahirkan atau mandul.18 

Pemberian izin poligami apabila diperhatikan alasan 

di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada 

pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah 

tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, 

mawaddah, dan rahmah) berdasarkan ketuhanan Yang 

Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan di atas 

menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga 

tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.19 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Pengadilan 

Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk 

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan. Seorang laki-laki diperbolehkan 

berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 

ayat (1) dengan syarat: 

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 

2. Adanya kepastian 

                                                           
18 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo persada, 2015), 140. 
19 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), 47. 
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Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 

Undang-Undang perkawinan disebut dengan syarat 

alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan 

dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam 

mengajukan izin poligami. Permohonan izin poligami harus 

ada syarat alternatif minimal satu.20 Begitupun dengan 

syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan apabila 

syarat alternatif sudah terpenuhi.21 Apabila kedua syarat 

tersebut telah terpenuhi, barulah pengadilan dapat 

memberikan izin poligami. 

Kasus-kasus permohonan poligami yang diterima 

dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang 

ada beberapa alasan yang melatar belakangi para pihak 

mengajukan permohonan izin poligami. Ada kalanya 

mereka mengajukan permohonan poligaminya tersebut 

karena istri mengalami cacat badan, dan ada pula yang 

beralasan istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana 

dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang 

ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tentang poligami. 

Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki 

beberapa kasus yang terjadi, di mana para pihak yang 

berperkara mengajukan permohonan poligaminya tidak 

sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan 

poligami dalam Undang-Undang. Seperti contoh kasus yang 

terjadi pada tahun 2016 dengan Nomor perkara 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk. Kasus ini pihak suami 

mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah 

                                                           
20

 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2016), 97.  
21 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2006), 10. 
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terlanjur menghamili calon istri keduanya, sedangkan calon 

istrinya tersebut meminta pertanggung jawaban atas 

perbuatannya. Namun perkara ini ditolak oleh Hakim 

Pengadilan Agama Tanjung Karang (Niet 

Onvankelijkeverklard), Akan tetapi dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pada Pasal 53 ayat satu yang berbunyi 

seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan 

dengan pria yang menghamilinya, disitu dijelaskan tentang 

kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan 

yang hamil diluar nikah akibat zina. Kasus ini Hakim 

memang bersifat progresif dengan me-Niet 

Onvankelijkeverklard kasus tersebut, ini yang mendasari 

penulis untuk meneliti lebih jauh tentang apa yang menjadi 

pertimbangan Hakim menolak kasus tersebut.   

C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus penelitian ini difokuskan pada: Bagaimana 

Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin 

Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Pada 

Pengadilan Agama Tanjung Karang. 

2. Sedangkan subfokus penelitian meliputi: Bagaimana  

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Putusan Hakim Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.TNK di 

Pengadilan Agama Tanjung Karang. 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian 

Izin Poligami Terhadap Putusan Hakim Nomor 

0131/Pdt.G/2016/PA.TNK di Pengadilan Agama 

Tanjung Karang? 

2. Bagaimana  Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Putusan Hakim Nomor 
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0131/Pdt.G/2016/PA.TNK di Pengadilan Agama 

Tanjung Karang? 

E. Tujuan Penelitian 

Seperti yang sudah dituliskan pada pembahasan-

pembahasan di atas, penulis bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim 

Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Putusan 

Hakim Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.TnK di Pengadilan 

Agama Tanjung Karang. 

2. Untuk menganalisis secara Hukum Islam dan Hukum 

Positif Terhadap Putusan Hakim Nomor 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk di Pengadilan Agama 

Tanjung Karang. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi 

sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap 

penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang Al-Ahwal 

Al-Syakhshiyah, khususnya Analisis Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim 

Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita 

Yang Sudah Dihamili Pada Pengadilan Agama Tanjung 

Karang (Studi Putusan Nomor: 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk) 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan memperluas wawasan bagi penulis dan 

untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan 

untuk mencapai gelar S1 jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhshiyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

 

 



 
 

 

 

12 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Mengantisipasi adanya plagiat, penulis akan 

menganalisis berbagai permasalahan pada penelitian ini. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan rancangan penelitian 

yang diteliti, menjamin keabsahan pada penelitian yang 

diteliti oleh penulis: 

1. Ulinnuha, Mahasiswi STAIN Purwokerto yang berjudul 

―Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Hamil 

Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 

1051/Pdt. G/2012/PA. Amb dan Nomor: 0520/Pdt. 

G/2011/PA. Phg)‖.22 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan dasar 

hukum dalam memutus permhonan izin poligami di 

Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Agama 

Purbalingga, serta bagaimana akibat hukum yang terjadi 

setelah adanya putusan permohonan izin poligami 

karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan 

Agama Ambarawa dan Purbalingga. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

diketahui bahwa pertimbangan hakim dan dasar hukum 

dalam memutus perkara Nomor: 

1051/Pdt.G/2011/PA.Amb dinyatakan permohonan 

poligami tersebut dikabulkan berdasarkan Pasal 4, 5 dan 

8 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 

39, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan 

hasil putusan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg 

menyatakan tidak menerima permohonan poligami 

tersebut berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 

                                                           
22

 Ulinnuha, ―Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua 

Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 

1051/Pdt.G/2012/Pa.Ambarawa Dan Nomor: 

0520/Pdt.G/2011/Pa.Purbalingga)‖ (Skripsi, Iain Purwokerto, 2015), . 
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tentang Perkawinan dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi 

Hukum Islam. Di samping itu, akibat hukum dari 

putusan di Pengadilan Ambarawa dengan 

dikabulkannya permohonan izin poligami maka anatara 

Pemohon dan Termohon diperbolehkan menikah secara 

sah sehingga menimbulkan hubungan hak dan 

kewajiban suami istri, tentang harta bersama serta 

kedudukan anak. Sedangkan putusan di Pengadilan 

Purbalingga yang tidak menerima maka Pemohon tidak 

diperbolehkannya berpoligami karena tidak ada salinan 

izin dari Pengadilan Agama setempat. Hal ini akan 

mengakibatkan anak yang dikandung calon istri kedua 

memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. 

Persamaanya adalah terkait dengan penelitian 

yang juga membahas mengenai bagaimana 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam 

memberikan atau menolak izin poligami karena hamil. 

Perbedaanya adalah Ulinnuha meneliti 

bagaimana pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam 

memutus permohonan izin poligami di Pengadilan 

Agama Ambarawa dan Pengadilan Agama Purbalingga, 

serta bagaimana akibat hukum yang terjadi setelah 

adanya putusan permohonan izin poligami karena calon 

istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama 

Ambarawa dan Purbalingga dengan menganalisis 

pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus 

perkara dan menganalisis akibat hukum yang timbul 

setelah perkara, sedangkan peneliti meneliti tentang 

bagamana Pertimbangan Hakim dalam pemberian izin 

poligami terhadap wanita yang hamil diluar nikah serta 

menganalisis secara Hukum Islam dan Hukum Positif 
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pada Pengadilan Agama tanjung karang‖. (Studi Pada 

Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk). 

2. Inneke Dwi Shati, Mahasiswi IAIN Sunan Ampel yang 

berjudul ―Penolakan Permohonan Izin Poligami 

Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus 

No. 68/Pdt.G/2003/PA.Mlng)‖23 Penelitian ini bertujuan 

menjawab, Apa Dasar hukum hakim Pengadilan Agama 

Malang dalam menolak permohonan izin poligami 

terhadap wanita hamil di luar nikah. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim 

menolak permohonan izin poligami terhadap wanita 

hamil di luar nikah karena dasar pertimbangan hukum 

hakim adalah fakta hukum bahwa Pemohon bukan laki-

laki yang menghamili wanita yang akan dinikahinya dan 

Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan 

rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit 

disembuhkan dan tetap dapat melayani Pemohon serta 

dapat memberikan keturunan. Hakim menegaskan 

bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak 

mendatangkan kemaslahatan, tetapi menimbulkan 

kemudaratan. Sedangkan dalam menentukan suatu 

hukum, mencegah kemudaratan harus didahulukan dari 

pada menciptakan kemaslahatan. Jadi hakim 

memandang bahwa permohonan izin tersebut tidak 

memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat poligami. 

Persamaanya adalah terkait dengan penelitian 

yang juga membahas mengenai bagaimana 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam 

                                                           
23

 Inneke Dwi Shanti, ―Penolakan Permohonan Izin Poligami 

Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus No. 68 / Pdt.G / 2003 / 

PA. Mlng‖ (undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), . 
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menentukan permohonan izin poligami karena hamil 

melalui dasar hukum seperti KHI dan Hukum Islam.  

Perbedaanya adalah Inneke Dwi Shati meneliti 

apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang 

dalam menolak permohonan izin poligami terhadap 

wanita hamil di luar nikah yakni ditemukan bahwa dasar 

menolaknya adalah Pemohon bukan yang menghamili 

calon istri yang hendak dinikahinya, sedangkan peneliti 

meneliti tentang bagaimana  Pertimbangan Hakim 

dalam pemberian izin poligami terhadap wanita yang 

hamil diluar nikah ditinjau tidak hanya dari Hukum 

Islam saja akan tetapi secara Hukum Positif juga pada 

Pengadilan Agama tanjung karang‖. (Studi Pada 

Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk).  

3. Rifaldi Haris, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul ―Zina Sebagai Alasan 

Poligami (Studi Terhadap Pandangan Kyai-Kyai 

Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta)‖24 tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pandangan kyai-kyai Nahdatul Ulama terhadap zina 

sebagai alasan poligami? dan bagaimana istinbat hukum 

yang digunakan kyai-kyai Nahdatul Ulama terhadap 

zina sebagai alasan poligami?. 

Penelitian ini memperoleh hasil adalah terhadap 5 

orang kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta 

berpendapat bahwa poligami adalah sesuatu yang boleh 

dilakukan berdasarkan ketentuan syariat yaitu laki-laki 

yang akan berpoligami harus dapat berbuat adil serta 

mampu menafkahi istri-istrinya. Namun, kyai-kyai 

                                                           
24 Rifaldi Haris, ―Zina Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap 

Pandangan Kyai-Kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta)‖ (Skripsi, Uin 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), . 
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Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta mempunyai 

pandangan yang berbeda terhadap zina sebagai alasan 

poligami, kyai yang membolehkan berpendapat bahwa 

hal tersebut masuk dalam kondisi darurat karena untuk 

menjaga kesucian dan kehormatan dari seseorang dan 

poligami tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung 

jawab. Secara umum 5 orang kyai NU Bantul yang 

diwawancarai berpendapat bahwa kebolehannya dilihat 

dalam al-Qur‘an surat an-Nisa ayat 3 dan izin dari istri 

sesuai Undang-Undang tentang poligami. Sedangkan 

yang tidak membolehkan berpendapat bahwa poligami 

yang dilakukan dengan alasan karena telah berzina 

dianggap sebagai suatu penerapan konteks poligami 

yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan asbab 

nuzul dari ayat poligami. Kyai yang tidak membolehkan 

mengatakan jika dibolehkan akan menyelamatkan nasab 

dari seorang manusia akan tetapi dikehidupan 

masyarakat/sosial akan berdampak negatif. Kyai-kyai 

yang tidak membolehkan mengatakan bahwa hukum 

harus bersifat mendidik, maka dari itu kepentingan 

suatu kelompok atau banyak orang lebih diutamakan 

daripada kepentingan satu orang. 

Persamaannya adalah peneliti sebelumnya 

meneliti tentang masalah Poligami karena hamil, 

sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang  bagaimana  

Pertimbangan Hakim dalam pemberian izin poligami 

terhadap wanita yang hamil diluar nikah ditinjau tidak 

hanya dari Hukum Islam saja akan tetapi secara Hukum 

Positif juga pada Pengadilan Agama tanjung karang. 

Perbedaannya adalah dari objek penelitiannya 

yakni Rifaldi Haris menggunakan Ulama NU sebagai 

narasumbernya sedangkan penulis menggunakan 
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putusan petimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Tanjung Karang sebagai bahan objek penelitian  maka 

dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini 

yang berjudul ―Analisis Hukum Islam Dan Hukum 

Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai 

Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah 

Dihamili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang 

(Studi Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)‖. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu 

penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali 

dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik 

penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling 

berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.25Adapun 

metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

suatu bentuk penelitian yang sumber datanya 

diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan 

pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur 

lainnya.26 Penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan 

masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini 

dan juga literatul-literatul lainnya, kemudian 

                                                           
25 Susiadi, Metode penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian 

Dan Penerbitan  LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21. 
26 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2006), 125. 
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dibandingan dan dianalisis menjadi sebuah 

kesimpulan. Untuk melacak pembahasan tersebut 

penulis melakukan studi terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk tentang permohonan 

poligami karena calon istri hamil di luar nikah. 

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifat penelitian dalam sktipsi 

ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode 

penelitian dengan mengumpulkan data-data 

kemudian disimpulkan.27 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah berkaitan dengan subjek dari mana data 

tersebut didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dua jenis sumber data yaitu: 

a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh 

dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan 

khusus.28 Berdasarkan teori di atas, maka bahan 

hukum primer yang penulis gunakan adalah:  

1) Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang 

Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk  

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan  

3) Kompilasi Hukum Islam 

b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, melainkan sifatnya untuk mendukung 

                                                           
27 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), 106. 
28 Winarno Surakhmad, Pengantar penelitian ilmiah (Bandung: 

Tatsito, 1994), 134. 
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keperluan sumber data primer tersebut. Penulis 

peroleh dari kumpulan buku-buku, putusan hakim, 

literatur-literatur hukum, Al-Qur‘an, Hadis, jurnal 

ilmiah, dan hasil skripsi yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dengan cara 

penelusuran kepustakaan yaitu mencari data mengenai 

objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai 

objek penelitian yang berupa catatan dan buku-buku, 

dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan 

menganalisis data-data berupa bahan pustaka yang 

berkaitan dengan judul. 

 

 

4. Teknik Pengolahan Data 

Secara umum teknik pengolahan data setelah 

data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:  

a. Pemeriksaan data (editing)  

Yaitu memeriksa apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, 

sudah selesai/relevan dengan masalah. 

b. Penandaan data (coding)  

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau 

dokumen); pemegang hak cipta atau urutan 

rumusan masalah.  

c. Rekontruksi data (reconstruction) 

Yaitu penyusunan data secara teratur dan 

berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan 

permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai 

tahap akhir dalam proses penelitian. 
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d. Sistematisasi data (systematizing)  

Yaitu mengelompokkan data dengan 

menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan 

dengan urutan permasalahan. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan 

dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data 

dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

komparatif atau komparatif deskriptif yaitu 

membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang 

berbeda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana hukum Islam dan hukum positif Terhadap 

Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin 

Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Pada 

Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan 

Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk), kemudian 

membandingkan antara keduanya untuk menemukan 

persamaan dan perbedaannya. 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan lebih sistematis, maka penulis perlu 

melakukan penyusunan sistematika pembahasan agar hasil 

penelitian dapat dengan mudah di mengerti oleh pembaca. 

penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan 

sebagai berikut:  

1. Bab pertama, berupa Pendahuluan, Pada bab ini penulis 

mendeskripsikan format skripsi dengan komposisi 

Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

dan Batasan Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
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Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode 

Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

2. Bab kedua, berisi Landasan Teori. Pada bab ini penulis 

akan memaparkan teori mengenai Poligami Menurut 

Hukum Islam, Poligami Menurut Hukum Positif, Kawin 

Hamil, dan Maslahah Mursalah. 

3. Bab ketiga, pembahasan perihal perkara izin Poligami 

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk, yang terdiri 

dari identitas para pihak, deskripsi duduk perkara, 

permohonan gugatan, pertimbangan hakim, dan amar 

putusan. 

4. Bab keempat, pembahasan perihal Pertimbangan Hakim 

Dalam Putusan Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/PA.Tnk 

Tentang Pemberian Izin Poligami, Analisis Hukum 

Islam dan Hukum Positif Tentang Pemberian Izin 

Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor: 

0131/Pdt.G/2016/PA.TNK, dan Persamaan dan 

Perbedaan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum 

Positif . 

5. Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai 

penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari 

simpulan  dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Poligami Menurut Hukum Islam 

 

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan 

lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. 

Lawan dari poligami adalah monogami. Perspektif hukum 

Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang istri, 

ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan 

dilakukannya poligami, yakni QS. An-Nisa‘ (4): 3 dan QS. 

An-Nisa‘ (4): 129.29 

Agama Islam, poligami didefinisikan sebagai 

perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang 

dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu 

yang bersamaan.30 Batasan ini didasarkan pada QS. An-

Nisa‘ (4): 3.  

Berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa 

pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah 

monogami.31 Asas monogami ini telah diletakkan oleh Islam 

sejak lima belas abad yang lalu sebagai salah satu asas 

perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan 

modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain dengan 

bermonogami juga akan lebih mudah untuk menetralisir dan 

meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh 

dalam kehidupan istri sehari-hari. Islam memerintahkan 

suami untuk beristri satu orang perempuan yang 

                                                           
29 Marzuki, ―Poligami Dalam Hukum Islam,‖ Jurnal Civics: Media 

Kajian Kewarganegaraan 2, no. 2 (December 31, 2005), 

https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376   
30 Ibid. 
31

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia....., 140. 
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dicintainya. Bagi laki-laki, selayaknya sikap monogami 

harus dipertahankan jika tidak ada alasan yang dapat 

dibenarkan untuk beristri lebih dari satu. Sekali lagi asal 

hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristri 

satu saja.32 

Islam membolehkan poligami dengan batasan 

sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada 

mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta 

lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara 

istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari 

keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. 

seorang suami jika khawatir berbuat zalim dan tidak mampu 

memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan 

berpoligami, apabila sanggup dipenuhinya hanya tiga maka 

baginya haram menikah dengan empat orang. Kesanggupan 

memenuhi hak jika hanya sanggup dua orang istri saja maka 

haram baginya menikahi tiga orang, begitupun juga kalau 

khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang 

perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.33 

Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam 

kondisi darurat atau mendesak, misalnya istri ternyata 

dalam keadaan mandul, maka dalam keadaan istri mandul 

dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis 

hasil laboratoris, suami diizinkan poligami dengan syarat ia 

benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua 

keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah 

lahir dan batin serta giliran waktu tinggalnya, syarat-syarat 

                                                           
32 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2016), 60-61.  
33 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Ed.1, Cet. 3 (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), 136.  
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material dan moral.34 Di dalam Islam tidak menutup rapat 

kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi 

tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak 

semuanya mempunyai kemampuan untuk melakukan 

poligami.35 Sebenarnya poligami diisyariatkan untuk 

memecah berbagai problematika hidup yang dialami oleh 

kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai 

penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh masyarakat.36 

1. Pengertian Poligami 

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini 

merupakan gabungan dari poly atau polus yang berarti 

banyak dan kata gamein dan gamos yang berarti kawin 

atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini 

digabungkan akan berarti sesuatu perkawinan yang 

banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. 

Sedangkan dalam bahasa arab poligami sering 

diistilahkan dengan ta‟adud az-zaujat. Poligami 

menurut Bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, 

yang salah satu pihak memiliki atau mengawini berapa 

lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.37 

Poligami secara umum dapat dipahami dengan 

ikatan perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai 

lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, 

atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari 

                                                           
34

 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 

2009), 68. 
35

 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian 

Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press), 357-358. 
36

 As-Sya‘rawi, Syaikh Mutawalli, Fikih Perempuan (Muslimah) : 

Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita 

Karier,(Jakarta: Amzah, 2005), 184-185. 
37 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan & Perceraian, (Jl. Letkol H. 

Endro Suratmin Kampus Sukarame: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 

2017). 231. 
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seorang dalam waktu yang bersamaan.38 Poligami 

dalam istilah fikih disebut dengan ta‟addud al-zawaj 

(seorang yang mempunyai istri lebih dari satu orang).39 

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-

laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan 

istilah poligini yang berasal dari kata polus berarti 

banyak dan gune berarti perempuan. Sedangkan bagi 

seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami 

disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang 

berarti banyak dan andros berarti laki-laki.40 

Pengertian secara umum yang berlaku di dalam 

kehidupan masyarakat kita sekarang ini, poligami 

diartikan sebagai seorang laki-laki yang mengawini 

atau beristri lebih dari seseorang perempuan. Menurut 

tinjauan antropologi sosial (sosio antropologi) poligami 

memang mempunyai pengertian seseorang laki-laki 

yang menikah dengan banyak wanita atau sebaliknya. 

Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: 

a. Poliandri yaitu perkawinan antara seorang 

perempuan dengan beberapa orang laki-laki. 

b. Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki 

dengan beberapa perempuan.
41

 

Perkembangan istilah yaitu poligini dalam 

masyarakat justru jarang dipakai, bahkan bisa dikatakan 

                                                           
38

 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih munakahat : kajian fikih 

nikah lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 351. 
39

 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia....., 95. 
40 Mahridha, ―Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis 

Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy),‖ Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, 

Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam 9, no. 2 (2017): 50–78, 

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/356 
41 Muhammad Arif Mustofa, ―Poligami Dalam Hukum Agama Dan 

Negara,‖ Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2, No. 1 (July 

7, 2018), https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029 
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jika istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan 

masyarakat, kecuali pada kalangan antropolog saja. 

Sehingga istilah poligami secara langsung 

menggantikan istilah poligini dengan pengertian 

perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa 

orang perempuan yang disebut poligami. Serta kata ini 

digunakan sebagai lawan kata dari poliandri.42 

Seseorang dikatakan melakukan poligami 

berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat 

bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah 

dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, 

kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan 

berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri 

pada satu waktu. Seseorang apabila melakukan 

pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri 

yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak 

dapat dikatakan melakukan poligami.43 

2. Dasar Hukum Poligami 

Seorang muslim yang benar-benar mengerti 

tentang isi kandungan Al-Qur‘an, baik itu seorang laki-

laki yang mendukung poligami maupun seorang wanita 

yang menolak poligami, pasti tidak akan 

mengesampingkan sebuah ayat dalam Al-Quran, yakni 

surat An-Nisa‘ ayat 3. Diakui atau tidak, seorang suami 

memang disahkan untuk melakukan pernikahan lebih 

dari satu wanita, dan inilah yang sering dijadikan dalil 

(hujjah) bagi laki-laki untuk menikah lagi. Mereka 

                                                           
42 Bibit Suprapto, Liku Liku Poligami (Yogyakarta: Al-Kautsar, 

1990), 71-72. 
43

 Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia, Poligami Dalam 

Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 16. 
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menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum halalnya 

poligami yang berbunyi: 

َفًِ َتقُْسِطىُْا َا لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ اِ ََو  ٌْ َى نُ َط اب  ا  ٍ َ ّْنِحُىْا ًَف ا َٰ اىُْ تٰ

َت ؼْدِىىُْاَ َا لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ َف اِ َۚ زُتٰغ  َو  حيُٰج  َو  ً ْٰ خْ  ٍ َ اۤءِ َاىِّْس   ِ ٍِّ

َت ؼُىْىىُْاَۗ َا لَّا ًٰٓ ّٰ َا دْ ََۗذٰىلِ  ٌْ اّنُُ  َ َْ تَْا  ي ن   ٍ اَ  ٍ جًَا وَْ احِد   ٣َف ى 

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku 

adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana 

kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika 

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 

(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 

dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa [4]: 3) 

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah 

menerangkan tentang kewajiban memelihara anak 

yatim bersama hartanya dan diharuskan untuk 

menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah 

balig dan dewasa, serta dilarang pula untuk memakan 

dan mencampuradukkan antara harta anak yatim 

dengan hartanya. Kemudian pada ayat ini, Allah 

melarang untuk mengawini anak yat mim bila tidak 

mampu berlaku adil, atau hanya sekadar tertarik kepada 

hartanya saja. Jika mampu berlaku adil, lebih baik ia 

mengawini wanita lain yang disukai dua, tiga, atau 

empat.44 

                                                           

44 H.E. Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo persada, 2008), 168-169. 
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Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan 

dilakukannya poligami, yakni QS. An-Nisa‘ [4]: 3 dan 

QS. An-Nisa‘ [4]: 129. Kemudian QS. An-Nisa‘ [4]: 

129 yang berbunyi: 

َ َف لَ  ٌْ صْتُ س  َح  ى ىْ َو  اۤءِ َاىِّْس   ِ ُْ َت  َت ؼْدِىىُْا ُْ َا  ا ُْؼُىْٰٓ َت سْت طِ ِْ ى  و 

ت تاقىُْاَ َو  َتصُْيحُِىْا ُْ اِ ياق حَِوۗ  ؼ  َُ اىْ َم  زُوْه ا َف ت ر  ُْوِ  َ َاىْ َمُوا ُْيىُْا َِ ت 

ًََ ُْ حِ فىُْزًاَزا َغ   ُ ا م   َ
َاّللّٰ اُ  ٩٢١َاَف اِ

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 

di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu 

terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga 

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu 

mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri 

(dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa‘ [4]: 

129) 

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut 

menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di 

dalam Islam adalah monogami.45 Asas monogami ini 

telah diletakkan oleh Islam sejak lima belas abad yang 

lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam 

yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna 

membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia. Bermonogami juga akan lebih 

mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, 

iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri 

sehari-hari. Islam memerintahkan suami untuk beristri 

satu orang perempuan yang dicintainya. Seorang laki-
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laki, selayaknya sikap monogami harus dipertahankan 

jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk 

beristri lebih dari satu. Sekali lagi asal hukum Islam 

menetapkan kepada laki-laki untuk beristri satu saja.46 

ََ اَ»ػَِػثدَاللَّتٍَِسؼىدَزضٍَاللَّػْهٍَسفىػاً:َ س  ؼْش   ٍ

سَِ َىيِْث ص  دَْف ئِّاهَُأ غ ضُّ وا ف يُْ ت ص  جَ  َاىْث اء  ٌْ ْْنُ ٍِ َ َاسْت ط اع  ِْ  ٍ ث ابَِ اىشا

َف ئِّاهَُى هَُ ًِ ىْ ُْهَِتاِىصا ي  ََ سْت طِغَْف ؼ  ٌْ َى  ِْ  ٍ َىيِْف سْدَِو  ُِ أ حْص  و 

اءَ  47وِج   

Dari Abdullah Ibn Mas‟ud berkata: Rasululah 

telah bersabda kepada kami; Wahai para pemuda, 

barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, 

maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat 

menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. 

Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah 

ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa 

nafsu. (HR. Bukhari) 

Hadis di atas adalah perintah kepada para 

pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara 

biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi 

yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinaan. 

Solusi bagi pemuda yang belum memiliki kemampuan 

dalam menikah adalah dengan puasa. Karena berpuasa 

amat sangat memberikan perisai dari bisikan maksiat.
48  

                                                           
46 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2016), 60-61.  
47 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al 

Ja‘fi, Shahih Bukhari (Beirut: Dar al Fikr, 1981), Hadis no. 4677 dan 4678. 
48 Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, ―Studi Fatwa Al-

Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta‘: Kritik Atas 

Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur‘an,‖ Kodifikasia 13, no. 
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شْسَُ ت حْت هَُػ  و  حَ   َ ي  َس  ُِ َتْ ُُ ُْلَ  َغ   ٌ َأ سْي  َق اه  س   َ َػُ ِِ َاتْ ِْ ػ 

ُْهَِ ي  َُػ  َاللّا ياً َص  ٍُّ َى هَُاىْاثِ جٍَف ق اه  ََّسِْى  اِ ْْهُ ٍِ َخُرَْ  ٌ يا س  و 

49أ زْت ؼًا  

Dari Ibnu Umarr.a., bahwa Ghailan bin 

Umayah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih 

jahiliah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk 

Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah. 

Memilih empat istri diantara mereka (yang enam 

diceraikan). (HR. Abu Dawud)  

َ اٌ َ قىُهَُاىياهُ َفُ  ؼْدِهَُو  ٌُ ََ قْسِ  ٌ يا س  ُْهَِو  ي  َُػ  َاللّا ياً َِص  سُىهَُاللّا ز 

َ يلَُِق اه  ٍْ َأ  لَّ  يلَُِو  َْ اَت   َ ٍَِْفُِ َْ َت يُ يلَُِف لَ  ٍْ اَأ   َ ٍَفُِ َِ اَق سْ ه ر 

اوُدََ ؼٍَِْْ 50اىْق يْةَ أ تىَُد   

Rasulullah. Selalu membagi giliran sesama 

istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa, „Ya 

Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Oleh 

karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa 

yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak 

menguasainya.‟ Abu Dawud berkata, „yang dimaksud 

dengan Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya 

adalah hati. (HR. Abu Dawud dari Siti Aisyah) 

 

Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut 

merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari 

seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah. 

                                                                                                         
2 (December 11, 2019): 299–320, 

https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834. 
49 Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar Ibn 

Hazm, 1997), 470. 
50 Ibid.  
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Rasulullah bahkan digambarkan dalam hadis tersebut 

tentang tata cara mempraktikkan keadilan dalam 

poligami. Rasulullah membagi nafkah lahiriah 

keluarganya menurut kemampuannya. Sementara 

keadilan dalam hal hati beliau menyatakan tidak 

mempunyai kemampuan untuk menguasainya. 

Rasulullah hanya mampu melaksanakan keadilan dalam 

pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta 

dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.51 

Syari'at Islam membolehkan poligami dengan 

batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku 

adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat 

tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa 

membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang 

miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang 

rendah dari golongan bawah. Seorang suami bila 

khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi 

semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan 

berpoligami, bila sanggup dipenuhinya hanya tiga maka 

baginya haram menikah dengan empat orang, jika ia 

hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka 

haram baginya menikahi tiga orang, begitupun juga 

kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua 

orang perempuan, maka haram baginya melakukan 

poligami.52 

Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali 

dalam kondisi darurat atau mendesak, misalnya istri 

ternyata dalam keadaan mandul. Keadaan istri mandul 
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dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis 

hasil laboratoris. Suami diizinkan poligami dengan 

syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk 

semua keluarga dan harus bersikap adil dalam 

pemberian nafkah lahir dan batin serta giliran waktu 

tinggalnya, syarat-syarat material dan moral.53 Agama 

Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-

laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki 

harus berbuat demikian karena tidak semuanya 

mempunyai kemampuan untuk melakukan poligami.54 

Sebenarnya poligami diisyariatkan untuk memecah 

berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum 

perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai 

penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh 

masyarakat.55 

Menurut Hamka untuk memahami persoalan 

kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang 

istri (poligami), harus dilihat Munasabahnya dengan 

ayat sebelumnya, yakni QS. An-Nisa (4): 2, penegasan 

tentang diperbolehkannya beristri lebih dari seorang 

sampai empat, sebagaimana bunyi ayat 3, ... ‗ maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: 

dua, tiga, empat... ―.  

ََۚ زُتٰغ  َو  حيُٰج  ًَو  ْٰ خْ  ٍ اۤءَِ َاىِّْس   ِ ٍِّ َ ٌْ َى نُ اَط اب   ٍ ّْنِحُىْاَ  ف ا

                                                           
53

 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 

2009), 68. 
54

 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian 

Fikih Nikah Lengkap, 357-358. 
55

 As-Sya‘rawi, Syaikh Mutawalli, Fikih Perempuan (Muslimah) : 
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...Nikahilah perempuan (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga, atau empat... (Q.S An-Nisa [4]: 3) 

Selanjutnya, dalam persoalan keharusan berbuat 

adil terhadap perempuan yang dinikahi sebagai syarat 

kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang 

sampai emat, sebagaimana ditegaskan pada kalimat 

selanjutnya masih dalam QS. An-Nisa (4): 3 yang 

berbunyi ― tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku 

adil, maka satu saja.. ―.56 

جًَ احِد  َت ؼْدِىىُْاَف ى  َا لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ  ف اِ
...Jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil, (nikahilah) seorang saja... (Q.S An-Nisa 

[4]: 3) 

Mengenai perkawinan poligami ini semua imam 

Mazhab (Imam Syafi‘i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) 

sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat 

dalam waktu bersamaan tidak boleh lima. Sebagaimana 

hadis Nabi Muhammad.57 Dalam kitab Abu Daud dari 

Haris bin Qais, ia berkata: 

َُ َاللّا ياً َص  اٍ ُْتَُاىْاثِ جٍَف أ ت  َّسِْى  ُِ ا  َ ْْدٌَِح  ػِ تَُو  َْ َأ سْي  ق اه 

َأ زْت ؼًا اِ ْْهُ ٍِ َاخْت سَْ َى هَُف ق اه  ىلِ  َف قيُْتَُذ   ٌ يا س  ُْهَِو  ي  ػ 
58  

Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan 

delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada 
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 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan & Perceraian....., 272. 
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‟Adalah 10, no. 2 (February 28, 2017): 40-121, 
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nabi. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang 

diantara mereka. 

3. Alasan dan Syarat Poligami 

Tujuan perkawinan yang disyari‘atkan oleh 

Islam maka seorang suami yang ingin melakukan 

poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu: 

1) Jumlah istri yang dipoligami tidak lebih dari empat 

wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan 

pada Al-Qur‘an Surat An-Nisa‘ ayat 3. 

2) Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil 

kepada para istri, berbuat adil kepada para istri 

dalam poligami adalah, masalah makan, minum, 

pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah. 

3) Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan 

saudara dengan istrinya baik susuan maupun nasab, 

karena dilarang mengumpulkan istri dengan 

saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini 

terdapat pada Al-Qur‘an Surat An-Nisa‘ ayat 23. 

4) Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga dengan bertambahnya istri, 

maksudnya bagi seorang suami yang ingin 

menikah dengan seorang wanita harus yang sudah 

mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu 

(puasa). 

5) Persetujuan dari istri, hal ini sesuai dengan posisi 

suami dan istri dianggap satu kesatuan dalam 

keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami 

dimintakan izin kepada istri, apalagi masalah ingin 
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beristri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi 

keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.59 

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-

syarat tertentu. Sebelum turun ayat 3 pada surat An-

Nisa poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan 

oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad ayat ini 

membatasi poligami sampai empat orang saja. Keadilan 

dipersyaratkan pada ayat di atas adalah keadilan dalam 

berbagai hal yaitu: 

1) Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka 

selain makan, minum, serta pakaian dan 

sebagainya. 

2) Pakaian, rumah atau tempat tinggal sebab orang 

hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja 

tanpa temapat tinggal dan pakaian untuk menutup 

aurat. 

3) Waktu dalam menggilir istri-istri, masing-masing 

beberapa lama, jika yang satu mendapat giliran 

satu malam maka suami juga harus menggilir istri 

lainnya juga satu malam. 

4) Waktu bepergian bersama istri juga harus 

mendapat keadilan, untuk itu diperlukan undian 

bagi suami yang mempunyai lebih dari satu istri 

saat ia menghendaki bepergian.60 

Ayat Al-Qur‘an juga menerangkan tentang 

syarat-syarat melakukan poligami yaitu: 
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1) Mampu berbuat adil kepada sesama istrinya. 

Dalilnya adalah firman Allah S.W.T. Surat An-

Nisa‘ (4): 3 

َََۗ ٌْ اّنُُ  َ َْ تَْا  ي ن   ٍ اَ  ٍ جًَا وَْ احِد  َت ؼْدِىىُْاَف ى  َا لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ  ف اِ
Kemudian jika kamu takut tidak dapat 

berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. (Q.S 

An-Nisa‘ [4]: 3) 
2) Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya 

dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan 

hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah 

berfirman dalam Surat At-Tagabun (64): 14, 

اَ دُوًّ َػ  ٌْ دِمُ ا وْلَّ  َو  ٌْ اجِنُ َا شْو  ِْ ٍِ َ اُ َاِ ا ْىُْٰٓ  ٍ َاٰ  ِ َْ َاىارِ ُّه ا ٰٓاَ  َٰ

َ ٌْۚ زُوْهُ َف احْر  ٌْ  ىانُ

Hai orang-orang yang beriman, 

sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-

anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka 

berhati-hatilah kamu terhadap mereka. (Q.S At-

Tagabun (64): 14) 
3) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan 

mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu 

terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena 

Allah tidak menyukai kerusakan. Nabi Muhammad 

bersabda: 

دَْ وا ف يُْ ت ص  جَ  َاىْث اء  ٌْ ْْنُ ٍِ َ َاسْت ط اع  ِْ  ٍ ث ابَِ َاىشا ؼْش س   ٍ َ اَ
61
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Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian 

sanggup menikah, maka menikahlah. 

4) Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah 

kepada mereka. Kewajiban suami terhadap istri 

yang paling pokok adalah memberi nafkah lahir 

maupun batin. Islam mewajibkan suami untuk 

memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan 

bekerja.
62

 Allah berfirman: 

َُ َاّللّٰ ٌُ ًََغُُِْْ هُ
تّٰ َح  احًا َّنِ   ُ ََ جِدُوْ َلَّ   ِ َْ َاىارِ ىُْ سْت ؼْففِِ و 

َف ضْيهََِٖۗ ِْ ٍِ 

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin 

hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga 

Allah membuat mereka mampu dengan karunia-

Nya. (QS. An-Nur (24): 33) 

Syarat-syarat di atas yang telah dijelaskan 

dalam Al-Qur‘an, terdapat pula syarat poligami 

menurut Abdul Karim Zaidan, syarat bolehnya 

berpoligami dalam tinjauan fiqih hanya ada dua: 

1) Kemampuan bersikap adil. 

2) Kemampuan untuk memberikan nafkah. Jika 

diduga kuat seorang suami yang ingin berpoligami 

tidak mampu bersikap adil, maka haram baginya 

untuk melakukannya. Kemampuan memberikan 

nafkah merupakan syarat bagi umumnya 

perkawinan.63 
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Menurut Abdurrahman ada 7 syarat poligami: 

1) Istri mengidap penyakit yang berbahaya dan sulit 

disembuhkan. 

2) Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis 

tidak dapat melahirkan. 

3) Istri sakit ingatan. 

4) Istri lanjut usia sehingga tidak dapat melakukan 

kewajibannya sebagai istri. 

5) Istri memiliki sifat buruk. 

6) Istri minggat dari rumah. 

7) Kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan 

apabila tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan 

di dalam kehidupan dan keluarganya.64 

Kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami 

menurut al-Maragi adalah : 

1) Bila seorang suami beristrikan seorang wanita 

mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak. 

2) Bila seorang istri telah tua dan mencapai umur 

ya‟isah (tidak haid) lagi, dan mampu ia memberi 

nafkah kepada lebih dari seorang istri. 

3) Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak 

berzina) karena kapabilitas seksualnya memang 

mendorongnya untuk berpoligami. 

4) Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih 

banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang 

mencolok.65 

4. Poligami Menurut Ulama 

Ulama berbeda pendapat tentang hukum 

poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam 

memandang poligami lebih banyak membawa resiko 
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atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia 

menurut  fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati 

dan suka mengeluh. Poligami bisa menjadi sumber 

konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara 

suami dengan istri-istrinya, maupun konflik antar istri 

beserta anak-anaknya masing-masing.66 

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari 

Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa hukum 

berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak 

berlaku adil adalah haram. Poligami yang dilakukan 

dengan tujuan kebutuhan biologis semata hukumnya 

haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-

benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. 

Kebolehan poligami juga mensyaratkan tetap saja ia 

tidak akan membagi kasih sayangnya secara adil 

kepada masing-masing istrinya.67 

Mengenai syarat keadilan dalam berpoligami 

juga diungkapkan para Imam Mazhab yaitu Imam 

Syafi‘i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka 

seorang suami boleh memiliki seorang istri lebih dari 

satu satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri, 

akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu 

berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari 

nafkah atau gilirannya. Imam Syafi‘i menambahkan, 

syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus 

ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak 

anak dan istri. Ayat zalika adna anla taulu dipahami 

oleh Imam Syafi‘i dalam arti tidak banyak tanggungan 

kamu. Diambil dari kata „ala ya‟ulu yang berarti 
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menanggung dan membelanjai. Istri satu saja sudah 

berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu 

istri. 

Ulama juga memberikan saran, apabila tidak 

bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu lebih 

baik. Ulama Ahli Sunnah telah sepakat, bahwa apabila 

seorang suami mempunyai istri lebih dari empat, maka 

hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan 

seterusnya dianggap batal dan dianggap tidak sah, 

kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri 

yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. 

Masalah pembatasan istri empat orang saja, Imam 

Syafi‘i berpendapat bahwa, hal tersebut telah 

ditunjukan oleh Rasulullah sebagai penjelasan dari 

firman Allah, bahwa selain Rasululah tidak ada 

seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat 

perempuan. 

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami 

adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, 

terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. 

Asghar menjelaskan, untuk menentukan hukum 

poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa‘ 

(4) 3. Memahaminya juga perlu terlebih dahulu 

dihubungkan dengan ayat yang mendahului 

konteksnya. Surat An-Nisa‘ (4): 1-3 pada ayat yang 

ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai 

dengan ― Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat 

adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim..‖. 

penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari 

seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak 

yatim. Konteks ayat ini adalah menggambarkan orang 

yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering 
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berbuat yang tidak semestinya, yang kadang 

mengawininya tanpa maskawin, maka Al-Qur‘an 

memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Menikahi 

janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai 

wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan 

dengan itu pemberlakuannya harus dilihat dari konteks 

itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini 

adalah ayat yang kontekstual yang temporal 

pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang 

universal yang harus berlaku selamanya. 

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad 

Syahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah 

bukan hanya memperbolehkan poligami, tetapi Allah 

sangat menganjurkannya, namun dengan syarat yang 

harus terpenuhi, pertama, bahwa istri kedua, ketiga dan 

keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, 

kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku 

adil kepada anak yatim. Sebaiknya jika syarat-syarat 

tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami 

menjadi gugur.68 

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan 

suatu perbuatan Rukhsah, karena merupakan Rukhsah 

maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, 

yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan 

bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Keadilan yang 

dituntut di sini termasuk dalam nafkah, muamalah, 

pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon 

suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan 

cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil 
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terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal 

hanya empat istri.
69

 

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam 

Mazhab (imam Syafi‘i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) 

sepakat bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami 

dengan batasan empat dalam waktu bersamaan dan 

tidak boleh lima.70 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan, meskipun menggunakan dasar yang  

berbeda, para ulama konvensional mengakui poligami 

boleh hukumnya, bukan dianjurkan (sunnah), apalagi 

perintah (wajib) seperti diasumsikan kebanyakan orang. 

Demikian juga dari penjelasan tersebut di atas tidak ada 

indikasi menyebutkan poligami sebagai asas 

perkawinan dalam Islam, apalagi menyebutkan 

Poligami sebagai fitrah sebagaimana diklaim sebagian 

orang. Kesimpulan lain yang dapat dicatat adalah 

bahwa ada sejumlah nas yang dicatat para ulama 

mazhab, yakni: QS. An-Nisa (4): 3, An-Nisa (4): 129, 

Al-Ahzab (33): 50, Al-Mu‘minun (23): 5-6, ancaman 

bagi suami yang tidak adil kepada istri-istrinya, dan 

kasus laki-laki yang masuk Islam dan disuruh nabi 

mempertahankan istrinya maksimal empat. Dengan 

kata lain, sejumlah nas inilah yang membahas poligami. 

Sebagai tambahan, semua ulama tersebut di atas 

mencatat QS. An-Nisa (4): 3 untuk mendukung 

kebolehan poligami maksimal empat.71 
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5. Hikmah Poligami 

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam 

keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain 

sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang 

subur dan istri yang mandul. 

b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa 

menceraikan istri, sekalipun istri tidak bisa 

menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia 

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan. 

c. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari 

perbuatan zina. 72 

d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis 

akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat 

yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari 

kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang 

cukup lama.73 

Tentang hikmah diizinkannya Nabi Muhammad 

beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah 

maksimal yang diizinkan bagi ummatnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran 

agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa 

menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang 

ingin mengetahui ajaran nabi dalam berkeluarga 

dan bermasyarakat, terutama masalah kewanitaan 

atau kerumahtanggaan. 
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b. Untuk kepentingan politik untuk mempersatukan 

suku-suku bangsa Arab dan menarik mereka masuk 

agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan 

Juwairiyah, putri Al-Haris (kepala suku Bani 

Musthaliq). Demikian pun perkawinan Nabi 

dengan Shafiyah (seorang tokoh Bani Quraizhah 

dan Bani Nazhir). 

c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. 

Misalnya perkawinan nabi dengan beberapa janda 

pahlawan Islam yang telah lanjut usia, seperti 

Saudah binti Zum‘ah (suami meninggal setelah 

kembali dari hijrah Abessinia), Hafsah binti Umar 

(suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah 

(suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu 

Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka  

memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan 

agamanya, serta penanggung untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 74 

B. Poligami Menurut Hukum Positif 

1. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku 

nikah yang bersifat administratif. Substansi dari hukum 

perkawinan ini mengambil dari fiqh munakahat yang 

terdapat di berbagai kitab klasik yang beredar dan 

diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. 
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Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa 

pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami 

hanya boleh memiliki seorang istri, begitupun istri 

hanya boleh memiliki seorang suami. Pihak yang 

bersangkutan (suami maupun istri) menghendaki atau 

bersedia, maka pengadilan dapat memberikan izin 

kepada suami untuk beristri lebih dari seorang. 

Kebolehan poligami dalam Undang-Undang 

Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan 

untuk itu pasalnya mencantumkan alasan yang 

membolehkan tersebut.75 

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan pada 

tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku bagi semua warga 

negara Republik Indonesia sebagian besar telah 

memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini 

sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan 

Indonesia pertama tahun 1928 dengan harapan dapat 

memperbaiki kedudukan wanita dalam perkawinan. 

Masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan 

wanita pada waktu itu adalah masalah perkawinan 

paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang.76 

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada 

suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila 

terpenuhi alasan untuk berpoligami seagaimana 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini 

merupakan pengaturan permasalahan perkawinan atau 
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sejenisnya dalam kerangka hukum yang baku. Hal ini 

bisa menjadi pedoman atau acuan menyelesaikan 

permasalahan perkawinan. Undang-Undang ini 

poligami diterangkan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 

5. Kasus poligami yang apabila terjadi, maka 

pengadilan merujuk Undang-Undang ini karena semua 

ketetapan hukum poligami tertera dalam Undang-

Undang ini sebagaimana dalam Pasal 3 menerangkan 

“pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria 

hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita 

hanya boleh mempunyai seorang suami, dan 

pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami 

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. 

Pasal 4 menerangkan syarat-syarat alternatif 

yang harus dijalani Pemohon diantaranya sebagaimana 

tertera bahwa dalam hal seorang suami akan beristri 

lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. Kemudian pengadilan yang dimaksud 

hanya memberikan izin kepada seorang suami yang 

akan beristri lebih dari seorang apabila: 

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai istri. 

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan. 

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 menerangkan syarat-syarat kumulatif 

yang kesemuanya harus dijalani Pemohon sebagaimana 

tertera: 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
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ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi 

syaratsyarat sebagai berikut: 

a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu 

menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

anak mereka. 

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku 

adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a 

Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami 

apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai 

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari 

istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, 

atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.  

Terdapat perbedaan persyaratan dalam 

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dalam 

Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang 

mana salah satu harus ada dan dapat mengajukan 

permohonan poligami. Pasal 5 disebut dengan 

persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus 

dapat dipenuhi oleh suami yang akan 

berpoligami.77 

Undang-Undang perkawinan membolehkan 

poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. 

Jelas karena asas yang dianut oleh Undang-Undang 

perkawinan sebenarnya bukan asas monogami 

mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau 

monogami yang tidak bersifat mutlak. 
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Menurut Yahya Harahap, poligami 

ditempatkan pada status hukum darurat, atau dalam 

keadaan yang luar biasa. Poligami tidak semata-

mata kewenangan penuh suami tetapi atas izin dari 

pengadilan.78 Persoalan poligami sekarang ini 

banyak dilakukan atas dasar cinta yang diawali 

perkenalan dengan wanita lain sampai ke tahap 

yang dilarang oleh agama. Padahal kondisi istri 

tidak dalam keadaan sakit dan tidak kurang satu 

apapun dalam menjalankan kewajibannya sebagai 

istri, bahkan telah dikaruniai anak. 

Undang-Undang menjelaskan bahwa alasan 

berpoligami harus jelas. Jika beralasan karena istri 

sakit dan tidak dapat melahirkan keturunan suami 

harus menunjukkan bukti surat keterangan medis 

yang mengatakan dalih tersebut. Keterangan medis 

dikeluarkan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh 

Pengadilan. Suami juga harus diperiksa 

kesuburannya karena belum tentu istri yang tidak 

subur, dengan kata lain kemampuan melahirkan 

keturunan tergantung pada kesuburan suami. Agar 

tidak terjadi kondisi saling menyalahkan satu sama 

lain. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Penjelasan lebih lanjut, Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksaaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan dalam Pasal 

40, 41, 42, 43, dan Pasal 44. Pasal 40 berbicara 
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mengenai ‖apabila seorang suami bermaksud untuk 

beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada pengadilan‖ dan 

pada Pasal 41 pengadilan kemudian memeriksa 

mengenai: 

1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan 

seorang suami kawin lagi. 

2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik 

persetujuan lisan maupun tertulis, apabila 

persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 

persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang 

pengadilan. 

3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk 

menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

anak. 

4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka dengan pernyataan atau janji dari suami 

yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk 

itu. 

Pasal 42 menerangkan dalam melakukan 

pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, 

Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang 

bersangkutan dan pemeriksaan pengadilan untuk itu 

dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari 

setelah diterimanya, surat permohonan beserta 

lampiran-lampirannya. 

Pasal 43 menerangkan apabila pengadilan 

berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk 

beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan 

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri 

lebih dari seorang dan Pasal 44 menerangkan bahwa 
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pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan 

perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari 

seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 43. 

Undang-Undang poligami di atas membolehkan 

untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan 

jumlah istri dalam waktu yang bersamaan. akan tetapi 

terbatas hanya sampai empat orang. Syarat yang harus 

dipenuhi diantaranya suami mampu berlaku adil 

terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal 

nafkah dan keadilan. Seorang suami jika tidak bisa 

memenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari satu. 

Seorang suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari 

Pengadilan Agama. Tanpa izin dari Pengadilan Agama 

maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 angka 4 huruf c, yang menyebutkan, 

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya 

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena 

hukum dan agama dari yang bersangkutan 

mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari 

seorang. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari 

seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak 

yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila 

dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan 

oleh pengadilan. 

Paparan di atas menunjukkan, bahwa 

dipergunakan asas monogami dalam perikatan 

pernikahan, yaitu pada dasarnya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut 

asas monogami di dalam perkawinan, artinya seorang 
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suami hanya boleh memiliki seorang seorang istri dan 

seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami 

dalam satu saat. Asas monogami yang dianut dalam 

Undang-Undang perkawinan tersebut tidak bersifat 

mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada 

pembentukan perkawinan sakinah dengan jalan 

mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami 

dan bukan menghapuskannya sama sekali sistem 

poligami.79 

3. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Materi pokok poligami dalam Kompilasi 

Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang 

perkawinan Bab IX Pasal 55-59 yang menerangkan 

cakupan untuk beristri lebih dari seorang. Secara umum 

ketentuan-ketentuan yang diatur KHI dalam bidang 

hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan 

ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.80 

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur 

KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan 

penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Sekaligus penegasan ulang itu langsung dibarengi 

dengan penjabaran lanjut atas ketentuan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Mengenai perihal poligami hal itu bisa dilihat 

Pasal 57, 58 dan 59. Esensi yang dibangun KHI 

mengenai poligami terdapat pada Pasal 55 lebih 

mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri. 

Berikut poligami dalam KHI tersebut: 

Pasal 56 bahwa suami yang hendak beristri 

lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama dengan melakukan menurut tata 

cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berikut juga 

menerangkan perkawinan yang dilakukan dengan istri 

kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan 

Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan 

izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari 

seorang apabila: 

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

istri. 

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan. 

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 58 menerangkan bahwa untuk 

memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula 

dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: 

1) Adanya persetujuan istri. 

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula 

pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai 
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dengan penghasilannya suami menanggung: 

nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, 

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya 

pendidikan bagi anak.
81

 

Pasal 59 menerangkan dalam hal istri tidak mau 

memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk 

beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu 

alasan yang diatur, Pengadilan Agama dapat 

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa 

dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan 

Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri 

atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 

Pasal 59 juga mengambarkan betapa besarnya 

wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan 

keizinan. Seorang istri yang tidak mau memberikan 

persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, 

persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan 

Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin 

setelah memeriksa dan mendengar istri yang 

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan 

terhadap penetapan ini istri atau suami dapat 

mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Sisi 

lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan 

praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan 
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dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki 

otoritas untuk mengizinkan poligami.82 

Yahya Harahap mengemukakakan 

pandangannya mengenai KHI tentang poligami yaitu 

dalam permasalahan dilibatkan campur tangan 

Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi merupakan 

tindakan Individual Affairs. Poligami bukan semata-

mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi kekuasaan 

negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama. Tanpa 

izin Pengadilan Agama perkawinan itu dianggap 

poligami liar, tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan 

dianggap never existed tanpa izin Pengadilan Agama, 

meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai 

pencatat nikah.83 

 

4. Prosedur Poligami 

Islam tidak mengatur prosedur atau tata cara 

secara pasti dalam berpoligami, akan tetapi di Indonesia 

hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.84 

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri 

lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada Pengadilan Ketentuan tersebut 

sebagaimana tertulis di Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975. 

                                                           
82 Surjanti, ―Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami 

Di Indonesia, ‖Jurnal BONOROWO 1, no. 2 (2014): 13–22, 
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Pengajuan permohonan izin poligami seorang 

suami yang hendak beristri lebih dari satu orang 

dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur 

dalam BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975. Perkawinan kedua, ketiga, dan keempat tanpa 

izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. 

Tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 

40  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 

sebagai berikut: 

a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal 

pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil 

dan mendengar istri yang bersangkutan hakim. 

b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh 

hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

setelah diterimanya surat permohonan beserta 

lampiran-lampirannya.85  

Seorang istri yang tidak memberikan 

persetujuan sebagai salah satu alasan yang diatur dalam 

Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama 

dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa 

dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan 

Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri 

atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi 

(Pasal 59 KHI).86 

Prosedur poligami menurut ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut: 

                                                           
85 Aisyah, ―Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami 
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a. Mengajukan permohonan secara tertulis ke 

Pengadilan. 

b. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 

1) Ada atau tidaknya yang memungkinkan 

seorang suami kawin lagi. 

2) Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik 

persetujuan lisan maupun tertulis, apabila 

persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 

persetujuan itu harus diucapkan di depan 

sidang pengadilan. 

3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk 

menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

anak, dengan memperlihatkan. 

4) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka dengan pernyataan atau janji dari 

suami yang dibuat dalam bentuk yang 

ditetapkan untuk itu. 

c. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup 

alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari 

seorang, maka pengadilan memberi putusannya 

yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. 

d. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan 

pencatatan perkawinan seorang suami yang akan 

beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin 

pengadilan. 87 

C. Kawin Hamil 

1. Pengertian Kawin Hamil 

Perkawinan ialah melakukan suatu akad atau 

perjanjian untuk mengikatkan diri pada antara seorang 
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laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan 

kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka 

rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk 

mewujudkan suatu kebagiaan hidup berkeluarga yang 

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara 

yang di ridhoi oleh Allah.88 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.89 

Secara umum di dalam perkawinan kehadiran 

seorang buah hati amatlah diharapkan. Seorang wanita 

yang hamil dalam perkawinan yang sah, merupakan 

fenomena yang wajar, baik secara hukum maupun 

dipandang secara sosialnya. Segala ketentuan 

hukumnya telah ada yang mendasarinya, baik dalam 

Al-Qur‘an maupun Hadis, bahkan peraturan 

perundang–undangan pun memandang wajar hal 

demikian. Secara umum, pandangan ulama fikih 

mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat 

dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan 

perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang 

membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina.90 
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Kawin hamil adalah perkawinan seorang pria 

dan seorang wanita yang telah hamil yaitu dihamili 

dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain 

baru dikawini oleh seseorang yang bukan 

menghamilinya.91 

Secara sosiologis seorang wanita yang hamil di 

luar nikah akan menjadi hal yang tabu di masyarakat. 

Menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan 

melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. 

Alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga 

yang anak perempuannya hamil sebelum melakukan 

akad pernikahan, antara lain; menutupi aib keluarga, 

memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan 

anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang 

bersangkutan dan lain-lain.92 

2. Dasar Hukum Kawin Hamil 

Dasar Perkawinan dengan perempuan hamil 

memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana 

terutama Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan 

semakin longgarnya norma-norma moral dan etika 

sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih 

remaja dan kesadaran keagamaannya labil.93 Kompilasi 

Hukum Islam mengatur soal kawin dengan perempuan 

hamil dalam Pasal 53. 

a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat 

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 
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b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan 

pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu 

terlebih dahulu kelahiran anaknya. 

c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat 

wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang 

setelah anak yang dikandung lahir.94 

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil 

menurut ketentuan di atas terbatas bagi laki-laki yang 

menghamilinya.95 Hal Ini sejalan dengan firman Allah, 

QS. An-Nur [24]: 3: 

ْْنِحُه آَٰ  ََ َلَّ  اُِّ حُ اىصا حًَوۖا شْسِم  ٍُ َ َا وْ اُِّ حً َش  ْْنِحَُالَِّا  ََ َلَّ  ٍْ اِّ ا ىصا

َذٰىلَِ   ً حُسِّ َۚو  شْسِك  ٍُ َا وَْ ٍُ ا َش  ََالَِّا  ِ ُْ ِْ ٍِ ؤْ َُ َاىْ يً  ٣ََػ 

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali 

dengan pezina perempuan atau dengan perempuan 

musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, 

kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki 

musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-

orang mukmin. (Q.S An-Nur [24]: 3) 

Ayat Al-Qur‘an di atas, menunjukkan bahwa 

kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki 

yang menghamilinya merupakan pengecualian. Oleh 

karena itu, laki-laki yang menghamilinya itulah yang 

tepat menjadi suaminya. Selain itu, pengidentifikasian 

dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman 

wanita hamil yang dimaksud menjadi syarat larangan 

terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. 

Persyaratan tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat 
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penutup pada ayat Al-Qur‘an dalam surah Al-Baqarah 

(2) ayat 221 (wahurrima dzalika „ala almu‟minin) 

bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan 

yang hamil diharamkan oleh Allah untuk 

menikahinya.96 

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas orang 

yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian 

pula sebaiknya. Persoalan menikahkan wanita hamil 

apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan 

sederhana cukup dengan satu Pasal dan tiga ayat, yang 

menikahi wanita hamil adalah pria yang 

menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap 

terjadinya pergaulan bebas. Asas pembolehan 

pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk 

memberi perlindungan kepastian hukum anak yang ada 

di dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri 

status anak zina.97 

Masalah dalam hal yaitu perkawinan yang 

terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang 

bukan menghamilinya. Terjadi berbagai pendapat oleh 

para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan 

perkawinan. Kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan 

tentang permasalahan ini. Dasar persoalan ini yaitu 

seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik 

yang menurut ayat di atas dipahami dilarang wanita 

hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik 

yang bukan menghamilinya. Adapun perbedaan 

pendapat itu antara lain:  
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a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak 

boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan 

perkawinannya itu batal. 

b. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani 

mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tetapi 

haram baginya bercampur selama bayi yang 

dikandungnya belum dilahirkan. 

c. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i, 

pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang 

telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak 

terikat oleh pernikahan dengan orang lain. Boleh 

pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab 

(keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh 

sperma suaminya, maka bayi tersebut bukan 

keturunan orang yang mengawini ibunya.98 

D. Maslahah Mursalah 

1. Pengertian Maslahah Mursalah 

 

Pengertian Maslahah Mursalah secara 

etimologi, kata maslahah dalam bahasa Arab terbentuk 

masdar dari kata (صيح , َصيح, ىحا ص) shalaha, yuslihu, 

shalahan artinya sesuatu yang baik atau sesuatu yang 

bermanfaat.
99

 Sedangkan secara terminologi maslahah 

adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat 

karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan 
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keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara‟ 

dalam menetapkan hukum. Sedangkan kata mursalah 

artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama 

(Al-Qur‘an dan Hadis) yang membolehkan atau yang 

melarangnya.
100

 

Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut: 

اءِه ا َلَِّػْتِث ازِه اَا وَْلَِّىْغ  ُْو  ىِ َاىشاازِعَِد  ِِ ََ سِدَْػ  ٌْ ى  حَ  صْي ح   ٍ  اِّاه اَ

Mashlalah mursalah ialah mashlahat yang tidak ada 

dalil syara‟ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.101 

Jadi dapat dikatakan bahwa maslahah mursalah 

ialah metode penggalian dalam hukum Islam yang 

berkaitan dengan permasalahan atau persoalan yang 

sama sekali tidak dijelas atau disebutkan dalam Al-

Qur‘an maupun hadis, namun berdasarkan 

pertimbangan untuk kebaikan dan kepentingan hidup 

manusia yang berdasarkan pada prinsip untuk menarik 

kemanfaatan serta menjauhkan keburukan atau 

kerusakan.
102
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Hakikat dari maslahah adalah ―Sesuatu yang 

baik menurut akal dengan pertimbangan dapat 

mewujudkan kebaikan (jalb almasālih au manfa‟ah) 

atau menghindarkan keburukan (dar‟ al-mafāsid) bagi 

manusia. Semua hal yang baik menurut akal, idealnya 

selaras dengan tujuan syariah (maqāsid syarī‟ah) dalam 

menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk 

syara‟ secara khusus yang menolaknya, ataupun untuk 

mengetahuinya.‖
103

  
Misalnya adalah kemaslahatan yang menuntut 

bahwasannya perkawinan yang tidak mendapatkan akta 

resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan yang 

tidak mendapatkan akta resmi, maka pengakuan 

terhadap perkawinan tersebut tidak didengar ketika 

terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang 

menghendaki bahwasannya akad jual-beli yang tidak 

dicatat tidak dapat memindahkan hak milik. 

Keseluruhan ini merupakan berbagai kemaslahatan 

yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syari‘, dan 

tidak ada dalil darinya yang menunjukkan 

pengakuannya atau pembatalannya. Inilah maslahah 

mursalah.
104 

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah 

 

Imam Malik sebagai yang mempopulerkan 

maslahah mursalah yang diikuti oleh para pengikutnya, 
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1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu 

Kandung,‖ Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 14, no. 2 

(January 16, 2022): 249–76, https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119. 
104 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina 

Utama Semarang, 1994), 117. 
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sehingga menjadi pendapat umum bahwa maslahah 

mursalah itu adalah dalilnya Mazhab Maliki.
105

 

Sumber asal dari metode maslahah mursalah 

adalah diambil dari Al-Qur‘an maupun Sunnah yang 

banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut: 

اَفًَِ  َ َىِّ شِف اۤء  َو  ٌْ تِّنُ َزا ِْ ٍِّ َ ىْػِظ ح  اٍ َ ٌْ تْنُ اۤء  ُّه اَاىْااضَُق دَْج  ٰٓاَ  َٰ

َ  ِ ُْ ِْ ٍِ ؤْ َُ ىِّيْ حَ   َ حْ ز  هدًُيَوا َو  دُوْزِِۙ ٧٥َاىصُّ

Wahai manusia, sungguh telah datang 

kepadamu pelajaran (Al-Qur‟an) dari Tuhanmu, 

penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat 

dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang mukmin. (Q.S Yunus [10]: 57) 

ََ  ُ ؼُىْ  َ ََ جْ ا اَ ٍِّ َ ُْس  َخ  َهىُ  حُىْاۗ َف يُْ فْس  َف ثرِٰىلِ  تهِٖ  َ حْ تسِ  َو  ِ
َاّللّٰ َتفِ ضْوِ قوُْ

٧٥َ 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan 

karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka 

bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka 

kumpulkan. (Q.S Yunus [10]: 58) 

Sedangkan nash dari Sunnah yang dipakai 

landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan 

metode maslahah mursalah adalah hadis Nabi 

Muhammad, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang 

berbunyi: 

ثْدَُ حْ  اَػ  دا َح  ََ حًُْ  ُِ دَُتْ اَ ح  ٍُ حْ  اَ دا ََح  س   َ ؼْ  ٍ ث أّ  اَ ّْ اقَِأ  شا اىسا

َ َق اه  ثااضٍَق اه  َػ  ِِ َاتْ ِْ ػ  حَ   ٍ َػِنْسِ ِْ َػ  ٍِّ اتسٍَِاىْجُؼْفِ َج  ِْ ػ 

ازَ  َضِس  لَّ  َو  ز  س  َض  َلَّ   ٌ يا س  ُْهَِو  ي  َُػ  َاللّا ياً َِص  سُىهَُاللّا  ز 
                                                           

105 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2....., 380. 
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Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, 

bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir 

al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah 

bersabda, “ tidak boleh membuat mudharat (bahaya) 

pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat 

pada orang lain‖. (HR. Ibn Majjah Nomor 2332).
106

 

Atas dasar Al-Qur‘an dan Sunnah di atas, maka 

menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa 

maslahah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua 

kaidah induk, yaitu: 

a. Menolak segala yang rusak 

b. Menarik segala yang bermanfaat.
107

 

3. Macam-Macam Maslahah Mursalah 

Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan 

syara‟ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara 

langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok 

bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta.
108

 Juga dapat dilihat dari segi 

tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia 

kepada lima hal tersebut.  

a. Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. 

Pembagian maslahah dari segi kualitas dan 

kepentingan kemaslahatan dapat dilihat dari 

pernyataan Abdul Wahab Khallaf, yaitu tujuan 

umum Syari‘ dalam mensyariatkan hukum-hukum 

                                                           
106 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn 
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107 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo‟ir (Semarang: 

Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31. 
108 Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, ―Kewarisan Beda 
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adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia 

dengan terjaminnya dharuriyat mereka, terpenuhinya 

hajjiyah dan tahsiniyah mereka. Dari ungkapan 

tersebut dapat dilihat bahwa dari segi kekuatannya 

maslahah dapat diklasifikasikan pada hal berikut.
109

  

1) Mashalah Dharuriyah  

Maslahah Dharuriyah yaitu kemaslahatan 

yang berhubungan dengan kebutuhan pokok 

manusia di dunia dan diakhirat, yakni memelihara 

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara keturunan, memelihara harta atau 

disebut juga dengan al-mashalih al-khamsah.
110

 

2) Maslahah Hajiyah  

Maslahah Hajiyah merupakan 

kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemaslahatan pokok 

sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk 

mempertahankan dan memelihara kebutuhan 

mendasar manusia,
111

 yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak berada pada 

tingkat dharuriyah. Bentuk kemaslahatannya 

tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan 

pokok yang lima (dharuriyah), tetapi secara tidak 

langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal 

yang memberi kemudahan bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia. Maslahah hajiyah juga 

jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, 
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tidak sampai secara langsung menyebabkan 

rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara 

tidak langsung memang bisa mengakibatkan 

perusakan.
112

  

Contoh maslahah hajiyah adalah: 

menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, 

makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak 

untuk sempurnanya akal, melakukan jual-beli 

untuk mendapatkan harta.
113

 

 

3) Maslahah Tahsiniyah  

Maslahah tahsiniyah adalah maslahah 

yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak 

sampai tingkat dharuriyah, juga tidak sampai 

tingkat hajiyyah, namun kebutuhan tersebut perlu 

dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan 

dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah 

dalam bentuk tahsiniyah tersebut, juga berkaitan 

dengan lima kebutuhan pokok manusia. Tiga 

bentuk maslahah tersebut, secara berurutan 

menggambarkan tingkatan peringkat 

kekuatannya. Paling utama adalah maslahah 

dharuriyah, kemudian di bawahnya adalah 

maslahah hajiyah dan berikutnya maslahah 

tahsiniyah.
114

 Kaitannya dengan ketiga maslahah 

tersebut, Khalaf memberi ilustrasi yang cukup 

membantu untuk memahami tiga maslahah. Ia 

memberi contoh: maslahah daruriyah manusia di 

bidang papan adalah tempat tinggal yang 
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melindungi kita dari panas matahari dan hujan. 

Adapun aspek hajjiyah-nya adalah agar rumah 

aman dihuni dan menyenangkan mempunyai 

jendela untuk fentilasi, pintu, dan sebagainya 

sesuai dengan kebutuhan. Aspek tahsiniyah-nya, 

rumah itu perlu dipercantik dengan perabotan dan 

tempat bersantai. Tiga tingkatan maslahah 

tersebut didasarkan pada urutan pentingnya 

maslahah itu sendiri. Maslahah dharuriyah 

merupakan maqashid syariah yang paling penting 

karena apabila maslahah ini tidak terpenuhi dapat 

menghancurkan sendi kehidupan. Maslahah 

hajiyah pada posisi kedua karena apabila 

maslahah ini tidak terpenuhi akan berakibat 

terjerumusnya manusia pada kesulitan dan 

menimbulkan beban yang memberati mereka. 

Tahsiniyah menempati urutan ketiga karena 

apabila hal ini tidak terpenuhi tidak berakibat 

rusaknya sendi-sendi kehidupan dan tidak 

menjerumuskan manusia pada kesulitan, akan 

tetapi hanya akan berakibat kurang sempurnanya 

dan kurang terpeliharanya mur'ah manusia.
115

 

b. Dari segi didukung atau tidaknya oleh nash  

1) Maslahah Mu'tabarah  

Maslahah mu'tabarah adalah maslahah 

yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan 

pertimbangannya. Maslahah ini berkaitan dengan 

ketentuan-ketentuan hukum yang secara jelas 

terdapat dalam nash, seperti hukum potong 

tangan bagi pencuri, hukuman dera bagi penzina. 

Maslahah inilah yang dapat digunakan sebagai 
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landasan untuk melakukan qiyas, yaitu sebagai 

hukum ashal yang dijelaskan syar‟i yang di 

dalamnya mengandung maslahah.
116

 

2) Maslahah Mulghah 

Maslahah Mulghah yaitu Maslahah yang 

dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan 

oleh syara‟ dan ada petunjuk syara‟ yang 

menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya 

baik dan telah sejalan dengan tujuan syara‟, 

namun ternyata syara‟ menetapkan hukum yang 

berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahah 

itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya 

yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu 

mencampuri istrinya di siang hari bulan 

Ramadhan. Sanksi yang paling baik untuk orang 

seperti ini adalah melakukan puasa dua bulan 

berturut-turut, karena cara inilah yang 

diperkirakan akan membuatnya jera melakukan 

pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan 

masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan Syari' 

dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan 

orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa 

yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak 

demikian menurut Syari', bahkan ia menetapkan 

hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus 

memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi 

ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang 

relevan untuk dapat membuatnya jera.
117

 

3) Maslahah Mursalah 
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Maslahah Mursalah, atau yang juga 

disebut dengan Istishlah, yaitu apa yang 

dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan 

syara‟ dalam menetapkan hukum; namun tidak 

ada petunjuk syara‟ yang memperhitungkannya 

dan tidak ada pula petunjuk syara‟ yang 

menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk 

menggunakan maslahah mu'tabarah, 

sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak 

maslahah mulghab. Menggunakan metode 

maslahah mursalah dalam berijtihad.
118

 

4. Syarat Maslahah Mursalah Sebagai Hujjah 

Menjaga kemurnian metode maslahah mursalah 

sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai 

dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan 

sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-

Qur‘an dan Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. 

Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan 

manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.
119

  

Syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi 

hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, 

diantaranya adalah:  

a. Menurut Abdul Wahab Khallaf maslahah mursalah 

dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila 

memenuhi syarat yang diantaranya adalah: 

1) Berupa maslahah yang sebenarnya (secara 

haqiqi) bukan maslahah yang sifatnya dugaan, 

tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian 
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dan pembahasan mendalam serta benar-benar 

menarik manfa‘at dan menolak kerusakan. 

2) Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan 

untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang 

banyak. 

3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah 

ditetapkan oleh nash (Al-Qur‘an dan Hadis) serta 

ijma‘ ulama.
120

 

b. Menurut Al-Ghazali maslahah mursalah dapat 

dijadikan sebagai landasan hukum bila: 

1) Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan 

ketentuan syara‟ 

2) Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan 

ketentuann nash syara‟ (Al-Qur‘an dan Hadis). 

3) Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang 

dharuriyah atau suatu kebutuhan yang mendesak 

sebagai kepentingan umum masyarakat.
121

 

c. Menurut Wahbah Zuhaili syarat operasional 

maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan 

hukum bila memenuhi syarat diantaranya: 

1) Bersifat tetap, dan tidak berladaskan kepada 

keragu-raguan atau setidaknya mendekati kepada 

sesuatu yang pasti. 
2) Bersifat jelas, sehingga tidak mengundang kepada 

perselisihan yang fundamental 
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3) Dapat terukur, agar dapat dimengerti dan 

difahami ukuran dan kadarnya sebagaimana 

larangan pelarangan khamr, ukurannya adalah 

dengan kadar memabukan atau menghilangkan 

kendali akal, bahwa tujuan menjaga akan 

merupakan hal penting di dalam agama Islam. 
4) Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili 

bahwa cakupan maslahah bersifat umum, yakni 

dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.
122 

Kelompok yang menggunakan maslahah 

mursalah tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan 

arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang 

merupakan syarat umum adalah bahwa maslahah 

mursalah itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan 

nash sebagai bahan rujukan.
123

  

Dari persyaratan di atas terlihat bahwa ulama 

yang menggunakan maslahah mursalah dalam berijtihad 

cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena 

meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama ini 

adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada 

waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum. Ulama yang 

menggunakan maslahah mursalah itu menetapkan batas 

wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di 

luar wilayah ibadah, seperti mu'amalat dan adat. Dalam 

masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali 

maslahah tidak dapat digunakan secara keseluruhan. 
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Alasannya karena maslahah itu didasarkan pada 

pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, 

sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk 

masalah ibadat. 
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BAB III 

PUTUSAN HAKIM 

 

A. Identitas Para Pihak 

Izin Poligami dalam Putusan Nomor 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk diajukan oleh 2 orang yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pemohon, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan 

SMA pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di 

Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar 

Lampung, selanjutnya disebut Pemohon. 

b. Termohon, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan 

SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal 

Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar 

Lampung, selanjutnya disebut sebagai Termohon. 

B. Deskripsi Duduk Perkara 

Suatu putusan ataupun surat gugatan tentunya 

terdapat duduk perkara atau memaparkan secara kronologis 

pokok-pokok kejadian sehingga menyimpulkan diajukannya 

gugatan tersebut. Pengadilan Agama Tanjung Karang telah 

mempelajari berkas perkara yang diajukan, mendengar 

keterangan para pihak di persidangan. 

Pemohon mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan duduk perkara 

bahwa, Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 Pemohon dan 

Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua 

Termohon dengan wali orangtua Termohon dengan mas 

kawin berupa uang Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh 

lima ribu rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sebagaimana 
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bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 

90/26/VI/2015 tertanggal. 

Sejak menikah pada Juni 2015 Pemohon dan 

Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Setelah 

menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Termohon 

tengah mengandung anak Pemohon dan Termohon dengan 

usia kandungan 7 bulan. 

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan 

seorang perempuan:  

1. Nama  : Calon Istri Pemohon 

2. Umur  : 19 Tahun 

3. Agama  : Islam 

4. Pekerjaan : Tidak Bekerja 

5. Tempat tinggal  : Kecamatan Terusan Nunyai  

Kabupaten Lampung Tengah 

Masalah selanjutnya, Pemohon dengan calon istri 

Pemohon telah melakukan hubungan suami istri beberapa 

bulan sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, dan 

setelah Pemohon dan Termohon menikah, Calon istri 

Pemohon tersebut datang dan meminta pertanggungjawaban 

Pemohon hingga akhirnya Pemohon dengan calon istri 

Pemohon melakukan nikah siri, kemudian setelah anak 

Pemohon dengan calon istri Pemohon lahir yang saat ini 

telah berusia 5 bulan, orangtua calon istri Pemohon 

meminta agar pernikahan Pemohon dengan calon istri 

Pemohon dilakukan secara resmi agar memiliki buku nikah. 

Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan 

hidup rumah tangga dengan anak dan 2 (dua) orang istri, 

dan Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar 

Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Pemohon 

sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut. 
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Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila 

Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Pemohon calon 

istri kedua Pemohon tersebut. 

Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak 

ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat 

Islam maupun peraturan per Undang-Undangan yang 

berlaku, yakni :  

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan 

saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara 

Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.  

b. Calon istri kedua Pemohon berusia 19 tahun dan tidak 

terikat dengan laki-laki lain. 

c. Wali nikah Calon istri kedua Pemohon (Ayah kandung 

Calon istri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan 

Pemohon dengan Calon istri kedua Pemohon. 

C. Permohonan Gugatan 

Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama 

Tanjung Karang berkenan memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai 

berikut: 

Hari sidang telah ditentukan Pemohon dan 

Termohon datang menghadap persidangan selanjutnya 

majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Pemohon 

dan Termohon agar mengurungkan niatnya melakukan 

poligami namun tidak berhasil Pemohon tetap dengan 

permohonannya demi memenuhi keinginan ibu calon istri 

kedua Pemohon sedangkan Termohon menyatakan terpaksa 

mendukung Pemohon mengajukan perkara ini agar 

Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua 

Pemohon, demikian hanya mediasi tidak berhasil, Pemohon 

dan Termohon tetap dengan keinginannya. Kemudian 
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selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang 

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. 

Pemohon dalam keterangannya secara lisan 

menjelaskan sebenarnya antara Pemohon dengan calon istri 

kedua Pemohon sudah melakukan pernikahan siri dan satu-

satunya alasan Pemohon mengajukan permohonan izin 

poligami ini adalah karena adanya desakan dari orang tua 

calon istri kedua Pemohon agar mendapatkan buku nikah, 

selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa saat ini istri 

Pemohon atau Termohon sedang hamil 7 bulan. 

Pemohon menjelaskan surat permohonan secara 

lisan permohonan Termohon memberikan jawaban secara 

lisan yang intinya mengakui dan membenarkan semua dalil 

Pemohon bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami 

adalah agar mendapatkan buku nikah dari pernikahan 

sirinya dengan calon istri kedua Pemohon atas ancaman dan 

desakan dari ibu calon istri kedua Pemohon, Termohon juga 

membenarkan saat ini Termohon sedang hamil anak 

Pemohon. Setelah keterangan Pemohon dan Termohon 

tersebut majelis berpendapat untuk mencukupkan 

pemeriksaan atas perkara ini dan selanjutnya majelis 

bermusyawarah atas perkara ini. 

D. Pertimbangan Hakim 

Seorang Hakim sebagai pejabat yang berwenang 

dalam membuat putusan harus mempertimbangkan hal-hal 

yang terkait dengan formulasi Putusan Pertama, seperti 

membuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, 

pertimbangan hakim dan amar putusan. 

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Tanjung Karang dalam memutuskan perkara Nomor: 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk sebagai berikut:  
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a. Tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat 

dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian 

putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada 

berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan 

dengan putusan ini. 

b. Maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana 

telah diuraikan di atas adalah mohon izin untuk 

melakukan poligami. 

c. Berkaitan dengan permohonan Pemohon Majelis hakim 

sebelumnya telah berusaha mendamaikan Pemohon dan 

Termohon agar mengurungkan niatnya melakukan 

poligami namun tidak berhasil Pemohon tetap dengan 

permohonannya demi memenuhi keinginan ibu calon 

istri kedua Pemohon sedangkan Termohon menyatakan 

terpaksa memberi izin Pemohon melakukan poligami 

agar Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon 

istri kedua Pemohon, demikian halnya mediasi tidak 

berhasil, Pemohon dan Termohon tetap dengan 

keinginannya. 

d. Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok 

perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan 

kewenangan absolute Pengadilan Agama serta 

kedudukan hukum para pihak (legal standing) dalam 

perkara ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a 

angka (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.  

e. Berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban 

Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon 

terungkap bahwa Pemohon mengajukan permohonan 

izin berpoligami ini semata-mata karena adannya 

desakan dan keinginan pihak ketiga yaitu ibu calon istri 

kedua Pemohon, bukan dari keinginan murni Pemohon 

dan satu-satunya alasan Pemohon dalam izin poligami 
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ini adalah agar pernikahan siri Pemohon dengan calon 

istri kedua Pemohon memperoleh buku nikah.  

f. Berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon 

bahwa Termohon saat sekarang sedang hamil 7 bulan, 

majelis di persidangan melihat secara langsung bahwa 

Termohon benar sedang hamil hal tersebut 

menunjukkan bahwa setidaknya istri Pemohon dapat 

menjalankan kewajiban sebagai istri dan dapat 

melahirkan keturunan. 

g. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 

tahun 1974 bahwa seorang hanya dapat mengajukan 

izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan 

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak 

dapat melahirkan keturunan, maka terhadap 

permohonan Pemohon tersebut majelis berpendapat 

bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak 

sesuai dengan kaidah hukum oleh karenanya 

permohonan Pemohonan dinyatakan tidak dapat 

diterima.  

h. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahum 2006, serta perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

majelis Hakim Menghukum Pemohon untuk membayar 

biaya perkara ini. Mengingat Pasal-Pasal dalam 

perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara‟ 

yang berhubungan dengan perkara ini. 

E. Amar Putusan 

Majelis hakim melalui berbagai macam 

pertimbangan yang akhirnya memutuskan bahwa. 
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Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 

berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 

nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang hanya dapat 

mengajukan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat 

melahirkan keturunan, maka terhadap permohonan 

Pemohon tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan 

Pemohon tidak beralasan dan tidak sesuai dengan kaidah 

hukum oleh karenanya permohonan Pemohonan dinyatakan 

tidak dapat diterima. 

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar 

biaya perkara sejumlah Rp. 271.0000,00 (dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah) 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk Tentang Pemberian Izin 

Poligami 

 

Bukti dan fakta persidangan telah diajukan oleh 

pihak berperkara, maka berdasarkan bukti dan fakta hakim 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemohon tetap dengan keinginan Pemohon yakni 

menikahi calon istri kedua Pemohon demi memenuhi 

kei nginan ibu calon istri kedua Pemohon. 

2. Termohon menyatakan terpaksa mendukung Pemohon 

mengajukan perkara ini agar Pemohon tidak 

dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua Pemohon. 

3. Pemohon dalam keterangannya secara lisan 

menjelaskan sebenarnya antara Pemohon dan calon istri 

kedua Pemohon sudah melakukan pernikahan siri dan 

alasan Pemohon mengajukan permohonan izin 

poligami ini adalah karena adanya desakan dari ibu 

calon istri kedua Pemohon agar mendapatkan buku 

nikah. 

4. Termohon juga membenarkan bahwa saat ini istri 

Pemohon atau Termohon sedang hamil anak Pemohon 

yang berarti Termohon bisa menjalankan kewajiban 

Termohon. 

Uraian pada bab-bab sebelumnya bahwa izin 

poligami yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon 

ingin menikah lagi dengan calon istri Pemohon dengan 

alasan agar memperoleh buku nikah dikarenakan Pemohon 

dan Termohon sudah menikah siri. Perkara nomor 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk hakim menolak izin permohonan 
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Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang 

perempuan yaitu calon istri Pemohon. Di persidangan 

Termohon telah membenarkan bahwa Pemohon dan calon 

istri Pemohon telah melakukan hubungan suami istri 

beberapa bulan sebelum Pemohon dan Termohon menikah, 

calon istri Pemohon tersebut datang dan meminta 

pertanggungjawaban Pemohon hingga akhirnya Pemohon 

dengan calon istri Pemohon melakukan nikah siri, 

kemudian setelah anak Pemohon dan calon istri Pemohon 

lahir yang saat ini telah berusia 5 bulan, orang tua calon istri 

Pemohon meminta agar pernikahan Pemohon dengan calon 

istri Pemohon dilakukan secara resmi agar memiliki buku 

nikah. Termohon pada prinsipnya menyatakan terpaksa 

mendukung Pemohon mengajukan perkara ini agar 

Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua 

Pemohon. Pertimbangan hakim dalam permohonan izin 

Poligami yang diajukan tersebut yaitu hakim menggunakan 

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang 

pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara izin 

poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat 

melahirkan keturunan, maka hakim memutuskan terhadap 

permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak 

sesuai dengan kaidah hukum. 

Hasil pemeriksaan persidangan disimpulkan bahwa 

terbukti Pemohon mengajukan permohonan izin 

berpoligami ini semata-mata karena adanya desakan dan 

keinginan pihak ketiga yaitu ibu calon istri pihak kedua 

Pemohon, bukan dari keinginan murni Pemohon dan satu-

satunya alasan Pemohon dalam izin berpoligami ini adalah 

agar pernikahan siri Pemohon dengan calon istri kedua 
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Pemohon memperoleh buku nikah dan Termohon pada 

prinsipnya menyatakan terpaksa mendukung Pemohon 

mengajukan perkara ini agar Pemohon tidak dipidanakan 

oleh keluarga calon istri kedua Pemohon, dengan demikian 

alasan izin berpoligami dalam permohonan ini Pemohon 

belum memenuhi alasan-alasan alternatif sebagaimana 

dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 

1 tahun 1974 akan tetapi sudah memenuhi persyaratan 

kumulatif yang telah ditetapkan Pasal 5 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam 

permohonannya tersebut Pemohon sudah mendapatkan izin 

dari Termohon untuk menikah lagi. 

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang 

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk Tentang Pemberian Izin 

Poligami 

1. Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Izin 

Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor: 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk 

 

Syari‘at Hukum Islam diciptakan oleh Allah yang 

bertujuan untuk kebahagian hidup manusia di dunia dan 

di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang 

bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat 

untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik 

rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Hukum 

Islam bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia 

demi terwujudnya keadilan yang dicapainya. 

Urgensi dalam ajaran Islam menghendaki dan 

menjamin adanya kemaslahatan dalam kehidupan 

manusia, maka ini berarti bahwa ajaran Islam 

menghendaki supaya manusia mengalami dan menikmati 
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suatu kehidupan yang tertib-tentram, serta sejahtera dan 

bahagia, mulai di dunia ini, dan seterusnya di akhirat 

nanti berada dalam kebahagiaan yang lebih sempurna. 

Sebagaimana dipaparkan di depan bahwa 

poligami merupakan sistem perkawinan antara seorang 

suami dengan lebih dari seorang istri. Sistem perkawinan 

ini merupakan bentuk pengecualian dari sistem 

perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan poligami 

pada dasarnya sama dengan tujuan monogami, yaitu 

mengacu pada pencapaian tujuan perkawinan yaitu untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Poligami 

merupakan bentuk pengecualian, artinya bahwa poligami 

merupakan salah satu alternatif penyelesaian bagi 

seorang suami yang dalam hal-hal tertentu mempunyai 

masalah, maka tidak semua suami yang mempunyai 

masalah dapat melakukan poligami. 

Hukum melakukan poligami dalam Islam adalah 

boleh, hanya saja kebolehan ini dibatasi dengan syarat 

dan batasan beristri sampai dengan empat orang istri. 

Syarat dibolehkannya poligami dalam hal ini adalah 

suami mampu memberikan dan mencukupi baik segala 

sesuatu yang bersifat lahiriah, dalam hal ini adalah 

nafkah, rumah, pakaian, giliran bermalam, dan segala hal 

yang bersifat lahiriah. Sayyid Qutub mengatakan bahwa 

poligami merupakan suatu perbuatan Rukhsah, maka bisa 

dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-

benar mendesak. 

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang 

dalam hal permohonan izin poligami karena calon istri 

kedua hamil atau kawin hamil perkara Nomor 
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0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk yang penulis teliti ini, majelis 

hakim mengambil dasar pertimbangan untuk menolak 

permohonan izin poligami dikarenakan tidak masuk 

alasan dalam beristri lebih dari seorang (poligami). 

Seorang hakim dalam memutus perkara tidak harus 

tertuju pada undang-undang saja, tetapi harus melihat 

nilai-nilai hukum di masyarakat yang berkembang untuk 

terwujudnya keadilan yang diharapkan oleh para pencari 

keadilan. 

Seorang hakim yang termasuk corong atau 

penggerak aspirasi dari badan peradilan dituntut untuk 

berlaku bijaksana dan adil dalam memutus perkara 

supaya terwujud keharmonisan dan kepuasan oleh para 

pencari keadilan. Memutus suatu perkara hakim harus 

melihat banyak sisi hukum yang akan dijadikan dasar 

pengambilan putusan, karena dalam hal ini masalah 

perkawinan poligami yang masuk dalam ranah 

Pengadilan Agama, maka hakim seharusnya 

mengunakan dasar kaidah hukum perkawinan, syari‘at 

hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di 

masyarakat, bukan ketentuan undang-undang saja yang 

menjadi dasar pijakan hakim dalam mengambil dasar 

pertimbangan hukum. 

Dasar Putusan Pengadilan Agama Tanjung 

Karang dalam hal permohonan izin poligami perkara 

Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk yang penulis teliti ini, 

majelis hakim mengambil dasar pertimbangan untuk 

menolak permohonan izin poligami dikarenakan tidak 

masuk alasan dalam beristri lebih dari seorang 

(poligami). Putusannya hakim menolak permohonan izin 

poligami Pemohon dengan alasan Pemohon tidak 

memenuhi ketentuan pada  Pasal 4 ayat 2 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang hanya 

dapat mengajukan izin poligami jika istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Seorang 

hakim dalam memutus perkara tidak harus tertuju pada 

undang-undang saja, tetapi harus melihat nilai-nilai 

hukum di masyarakat yang berkembang untuk 

terwujudnya keadilan yang diharapkan oleh para pencari 

keadilan. 

Perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk tentang 

permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon 

adalah sebenarnya suatu bentuk penyelamatan dan 

tanggung jawab terhadap calon wanita serta anak yang 

telah lahir berumur 5 bulan. Permohonan izin poligami 

yang diajukan oleh Pemohon dalam konteksnya, 

sebelumnya mereka sudah melakukan pernikahan siri 

yang sah secara hukum Islam dengan kondisi calon istri 

kedua sudah melahirkan, yang bertujuan untuk 

melindungi hak-hak anak salah satunya yaitu 

mendapatkan warisan secara hukum Islam, selain itu 

juga untuk mencapai maqasid al-syari'ah yaitu 

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Pemohon dalam hal ini tidak ingin dalam rumah 

tangganya terjadi perceraian supaya utuh dan bersatu 

dalam kerukunan, sebagai wujud perlindungan terhadap 

wanita dan  anak-anaknya. Putusan permohonan izin 

poligami ini Pemohon dituntut untuk bertanggung jawab 

oleh orang tua calon istri kedua karena sudah 

menghamili agar mendapatkan buku nikah. Kemampuan 

Pemohon untuk berpoligami dalam izin pengadilan 

sebenarnya sudah dipenuhi semua yang tertuang dalam 
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Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, mulai dari mampu untuk menafkahi, surat 

keterangan adil terhadap istri-istri dan anak, dan sudah 

mendapatkan izin dari istri pertama, tetapi hakim telah 

menolak izin poligami karena tidak masuk dalam alasan 

Pasal 4 ayat (2) untuk berpoligami, keputusan hakim 

tersebut dirasa kurang adil oleh Pemohon. 

Melihat fakta atau realita yang terjadi di tengah 

masyarakat dikatakan bahwa budaya masyarakat 

setempat apabila ada wanita yang hamil di luar nikah 

maka laki-laki yang menghamili harus mengawininya. 

Adat yang berkembang di masyarakat sebenarnya 

mempunyai makna yang sangat dalam sebagai wujud 

tanggung jawab atas perbuatannya serta sebagai wujud 

perlindungan anak dalam pengakuan di masyarakat. 

Hukum yang berkembang di masyarakat apabila 

ada anak lahir tanpa ayahnya, maka anggapan di 

masyarakat sebagai anak haram dan hina, apabila tidak 

dikawinkan maka akan dikucilkan di masyarakat. 

Diperbolehkannya dalam syari‘at hukum Islam 

sebenarnya untuk menyelamatkan anggapan negatif yang 

ada di masyarakat dalam permasalahan tersebut yaitu 

memperbolehkan poligami dan mengawini wanita yang 

dihamilinya sebagai bentuk penyelamatan dan 

pertanggung jawaban laki-laki terhadap wanita serta 

anak yang dikandungnya lahir agar mendapatkan kasih 

sayang dari kedua orang tuanya yang mengakibatkan 

akhirnya Pemohon dan calon istri Pemohon nekat 

menikah dibawah tangan yang di mana apabila dimata 

hukum itu merugikan pihak perempuan dan hak anak. 

Tetapi dalam kasus ini berkata lain, pengadilan tidak 

melihat dampak sosial serta hukum yang berjalan di 
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masyarakat, keputusan hakim telah menolak izin 

poligami karena hakim memberikan alasan tidak masuk 

sebagai alasan untuk poligami. 

Syari‘at hukum Islam membolehkan poligami 

untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi 

tuntunan kehidupan. Allah paling mengetahui 

kemashlahatan hamba-Nya. Allah telah mensyariatkan 

poligami untuk diterima tanpa keraguan demi 

kebahagian seorang mukmin di dunia dan akhirat. 

Syari‘at hukum Islam dalam hal poligami 

memperbolehkan hanya sampai empat, selama ada 

tanggung jawab menafkahi dan adil di antara istri-istri 

dan anak. Hal ini sesuai dengan Al-Qur‘an Surat An-

Nisa ayat 3: 

َ ٌْ َى نُ اَط اب   ٍ ّْنِحُىاَ َف ا ًٰ  ٍ َتقُْسِطىُاَفٍَِاىُْ ت ا َأ لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ إِ و 

َ  ِ اءٍَِِ َت ؼْدِىىُاََاىِّْس  َأ لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ ََۖف ئِ زُت اع  َو  ث  حلَُ  َو  ًٰ خْْ   ٍ

َت ؼُىىىُا َأ لَّا ًٰ َأ دّْ  ىلِ  ََۚذ ٰ ٌْ اّنُُ  َ َْ تَْأ  ي ن   ٍ اَ  ٍ جًَأ وَْ احِد   ف ى 

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

maka (kawinilah) seorang saja. (QS. An-Nisa‘: 3) 

 

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam 

terhadap perkawinan wanita hamil juga diperkuat dalam 

Al-Qur‘an Surat An-Nur (24) Ayat 3 yang berbunyi: 

َ الَِّا ْْنِحُه آَٰ  ََ اُِّ حَُلَّ  اىصا حًَوۖا شْسِم  ٍُ اُِّ حًَا وَْ َش  ْْنِحَُالَِّا  ََ َلَّ  ٍْ اِّ ا ىصا

َ  ِ ُْ ِْ ٍِ ؤْ َُ َاىْ يً  َػ  َذٰىلِ   ً حُسِّ َوۚ  شْسِك  ٍُ َا وَْ ٍُ ا  ٣َش 
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Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali 

dengan pezina perempuan atau dengan perempuan 

musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, 

kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki 

musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-

orang mukmin. (Q.S An-Nur [24]: 3) 

Dasar syari‘at hukum Islam tentang 

diperbolehkannya perkawinan wanita hamil di atas 

sebenarnya mempunyai legitimasi yang sangat kuat 

dalam memperbolehkan perkawinan tersebut yang lebih 

baik untuk menghindari mudharat dan mewujudkan 

kemaslahatan di masyarakat serta perlindungan anak 

nantinya. 

Syari‘at hukum Islam dalam hukum perkawinan 

poligami atau beristri lebih dari seorang diperbolehkan 

selama ada tanggung jawab menafkahi dan adil terhadap 

istri-istri serta anak-anak mereka, namun dalam 

pelaksanaanya hakim telah memperketat alasan yang 

mana harus sesuai dengan peraturan undang-undang 

yang berlaku walaupun syarat sudah terpenuhi semua. 

Perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk tentang 

permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil 

bahwa hal ini hakim lebih cenderung menolak 

permohonan izin poligami dikarenakan kurang sesuai, 

padahal hakim dapat menggali lebih jauh tentang dasar 

hukum yang dipakai. Hakim tidak melihat aspek 

sosiologis tentang hak istri dan anaknya dalam 

kehidupan nantinya di masyarakat yang dapat 

menimbulkan masalah antara lain tentang hilangnya hak 

perlindungan anak, hak asuh anak, dan hak menafkahi. 

Kehidupan didalam masyarakat berlaku hukum apabila 
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ada wanita hamil diluar nikah maka lelaki yang 

menghamilinya harus mengawininya serta bertanggung 

jawab sepenuhnya dalam kehidupan wanita dan anaknya. 

Dalil dalam hukum Islam dan alasan kondisional 

yang mendesak dari Pemohon, bahwa ia dituntut untuk 

menikahi istri keduanya sah secara Hukum, yang apabila 

tidak demikian maka dituntut akan dipidana oleh 

keluarga pihak istri kedua, selain itu juga sebagai bentuk 

pertanggung jawaban dari Pemohon bahwa adanya itikad 

baik untuk memenuhi atau menjaga hak anak pada istri 

keduanya agar dapat memperoleh haknya secara hukum 

positif. Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim 

lebih melihat dari berbagai sudut pandang terutama 

dalam hukum Islam, kemudian sosiologis di masyarakat 

terhadap wanita hamil, psikologis anak nantinya setelah 

lahir, dan antropologis di masyarakat menghendaki 

wanita hamil di luar nikah harus dikawinkan dengan 

yang menghamilinya serta mempertimbangkan 

yurisprudensi dari kasuistik yang ada, bukan melihat 

secara garis umum poligami secara prosedural dalam 

undang-undang. 

2. Analisis Hukum Positif Tentang Pemberian Izin 

Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor: 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk   

 

Asas pernikahan pada dasarnya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas 

monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria 

hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita 

juga hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di 

dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 masih mentolelir adanya poligami bahwa 
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pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang 

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), beristri lebih dari 

satu orang (poligami) juga diatur dalam Pasal 55 yaitu: 

a. Beristri lebih dari satu pada waktu bersamaan, 

terbatas hanya sampai empat orang istri. 

b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus 

mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anaknya. 

c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) 

tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri 

lebih dari seorang. 

Hukum Islam juga memperbolehkan perkawinan 

wanita hamil atau kawin hamil yang tertuang dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53: 

1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat 

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 

2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada 

ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih 

dahulu kelahiran anaknya. 

3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita 

hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah 

anak yang dikandung lahir. 

Melakukan poligami, seseorang harus 

mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan juga harus 

di selesaikan oleh pihak Pengadilan Agama berdasarkan 

dengan kewenangan Pengadilan Agama Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 56 

ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. 
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Sesuai dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 56 ayat 3, pernikahan lebih dari seorang istri harus 

mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama setempat 

agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga kewajiban 

dan hak dari suami istri tersebut dapat terpenuhi. 

Prakteknya apabila seseorang ingin menikah 

kembali ataupun berpoligami di dalam sebuah ikatan 

pernikahan tentu harus memenuhi ketentuan-ketentuan 

yang ada, baik dalam syariat Islam atapun peraturan 

perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh 

pemerintah negara. Sehingga dalam kondisi seperti inilah 

hakim adalah orang yang sangat berpengaruh dalam 

mengambil tidakan ataupun pengambilan putusan dengan 

mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan. 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, pengadilan bisa memberi perizinan untuk 

berpoligami terhadap Pemohon harus melengkapi 

setidaknya tiga persyaratan komulatif serta satu dari 

persyaratan alternatif diantaranya : 

Persyaratan komulatif adalah yaitu (Pasal 5 ayat 1 

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974) : 

 

a. Istri / para istri memberikan izin. 
b. Bahwa adanya jaminan sesungguhnya seorang suami 

dapat memenuhi kebutuhan kehidupan para istri 

beserta anaknya. 
c. Jaminan sesungguhnya seorang suami dapat berlaku 

seadiladilnya baik terhadap istri ataupun anaknya. 
Persyaratan alternatif adalah yaitu (Pasal 4 ayat 2 

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974) :  

a. Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban. 
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b. Istri mengidap cacat fisik atau sakit yang tidak 

mungkin untuk di sembuhkan. 
c. Istri tidak bisa memberikan anak.  

Perkara izin poligami Nomor 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk, terlebih dahulu Majelis Hakim 

melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang 

Pemohon ajukan. Di mana dalam perkara tersebut 

Pemohon mengajukan izin berpoligami disebabkan 

Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah 

melakukan pernikahan siri dan satu-satunya alasan 

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena 

adanya desakan dari orang tua calon istri kedua Pemohon 

agar mendapatkan buku nikah. Kemudian, adapun 

pertimbangan hakim mengabulkan permohonan 

Pemohon yaitu : 

a. Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha 

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar 

mengurungkan niatnya melakukan poligami namun 

tidak berhasil Pemohon sedangkan Termohon 

menyatakan terpaksa memberi izin Pemohon 

melakukan poligami agar Pemohon tidak 

dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua 

Pemohon, demikian halnya mediasi tidak berhasil, 

Pemohon dan Termohon tetap dengan keinginannya. 

b. Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, 

jawaban Termohon serta keterangan Pemohon dan 

Termohon terungkap bahwa Pemohon mengajukan 

permohonan izin berpoligami ini semata-mata 

karena adanya desakan dari orang tua calon istri 

kedua Pemohon, bukan dari keinginan murni 

Pemohon dan satu-satunya alasan Pemohon dalam 

izin poligami ini adalah agar pernikahan siri 



 
 

 

 

96 

Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon  

memperoleh buku nikah. 

c. Menimbang, bahwa selain pengakuan Pemohon dan 

Termohon bahwa Termohon sekarang sedang hamil 

7 bulan, majelis di persidangan melihat secara 

langsung bahwa Termohon benar sedang hamil hal 

tersebut menunjukkan bahwa setidaknya istri 

Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 

dan dapat melahirkan keturunan. 

d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 

ayar 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa 

seorang hanya dapat mengajukan izin poligami jika 

istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat 

melahirkan keturunan, maka terhadap permohonan 

Pemohon tersebut majelis berpedapat bahwa 

permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak 

sesuai dengan kaidah hukum oleh karenanya 

permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat 

diterima. 

Permohonan terhadap izin berpoligami yang 

diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan 

menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai syarat 

alternatif dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

dalam permohonannya tersebut permohon sudah 

mendapatkan izin dari Termohon untuk menikah 

meskipun terpaksa. Termohon hadir dalam persidangan 

untuk memberikan penjelasan kepada majelis hakim. 
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Hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin 

poligami yang diajukan Pemohon dengan dalil bahwa 

Pemohon tidak memenuhi syarat yang terdapat pada 

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

akan tetapi dalam persidangan, istri pertama telah 

memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami 

meskipun terpaksa sebab adanya ancaman dan desakan 

dari pihak orang tua calon istri kedua. Meskipun 

demikian di dalam aturan yang ada tidak terdapat kalimat 

yang menyebutkan secara explisit atau tertulis bahwa 

perizinan untuk poligami oleh istri tidak boleh dalam 

keadaan terpaksa. Hukum positif perbuatan poligami 

bukan merupakan suatu tindakan yang terlarang dalam 

arti boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang 

ada, sehingga Pengadilan Agama Tanjung Karang 

menolak izin berpoligami walaupun telah mecukupi 

persyaratan kumulatif yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan sebagaimana berikut:  

a. Adanya persetujuan dari istri-istri. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak anak 

mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 

Permohonan izin poligami dalam Putusan 

Nomor: 0131/Pdt. G/2016/PA. Tnk, tidak memenuhi 

syarat alternatif sebagai alasan untuk melakukan 

poligami, hanya memenuhi syarat kumulatif saja. 

Menurut penulis alasan Pemohon ingin berpoligami 

dengan alasan agar mendapatkan buku nikah tentunya 

menyalahi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 
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tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dimaksud dalam 

ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang 

akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri. 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan kemudian 

memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang 

memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : 

a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai istri.  

b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan. 

c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya 

memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih 

dari seorang apabila:  

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri. 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam 

putusan ini adalah untuk memperoleh buku nikah 
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bukanlah alasan yang relevan untuk seseorang 

melakukan poligami. Sebab untuk melakukan poligami 

ada batasan-batasan dan syarat-syarat untuk melakukan 

poligami tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. 

Menurut Pasal di atas sudah jelas diperbolehkannya 

seorang suami poligami apabila dalam keadaan istri tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, 

istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. 

Melihat dari segi syarat alternatif (Pasal 4 

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974), dalam putusan 

ini sudah jelas bahwa alasan utama yang diajukan 

Pemohon sebagaimana alasannya adalah karena ingin 

memperoleh buku nikah dan desakan dari orang tua 

calon istri kedua jika tidak orang tua mengancam akan 

mempidanakan Pemohon, menurut penulis alasan yang 

diajukan Pemohon tentu kurang relevan dan tidak kuat 

untuk dijadikan sebagai suatu alasan untuk mendapat izin 

dari pengadilan dalam praktik poligami serta alasan 

tersebut bukanlah alasan utama dalam mengajukan 

permohonan izin poligami. Sebab alasan tersebut tidak 

terdapat didalam perundang-undangan yang berlaku. 

Berpoligami tidaklah dilarang, akan tetapi 

poligami menurut peraturan perundangan haruslah 

memenuhi alasan alternative tertentu, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 4 ayat (2). Dalam hal permohonan izin 

poligami di Pengadilan Agama, ada beberapa klausul 
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yang perlu dicermati oleh para hakim: Pertama, 

berdasarkan data di lapangan, poligami terbukti banyak 

yang membawa dampak buruk terhadap kelangsungan 

hidup berkeluarga, terutama bagi para istri dan anak-

anak mereka. Kedua, poligami ada yang mendukung dan 

menentang keberadaannya. Ketiga, ada beberapa kasus, 

di mana alasan permohonan izin poligami tidak 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 

Keempat, para Pemohon izin poligami banyak yang 

berasal dari kelompok ekonomi masyarakat menengah ke 

bawah. Kelima, banyak masyarakat yang melakukan 

praktik di luar jalur Pengadilan Agama (illegal). 

Berdasarkan kelima permasalahan di atas, sudah 

seharusnya hakim bisa memutuskan perkara poligami 

yang diajukan dengan penuh pertimbangan, kehati-hatian 

serta didorong oleh hati nurani yang kuat untuk 

memberikan keputusan yang adil kepada Pemohon dan 

pihak istri. Seorang hakim untuk itu tidak seharusnya 

menutup diri hanya pada doktrin normatif peraturan 

perundang-undangan yang digunakan, melainkan mereka 

juga harus peka membaca dinamika yang berkembang di 

masyarakat, kondisi psikologis para pihak di persidangan 

dan terus menambah wawasan mengenai wacana 

poligami serta mempelajari hasil dari beberapa riset 

praktik poligami di lapangan. 

Menurut penulis meskipun alasan agar 

mendapatkan buku nikah bertentangan dengan Pasal 4 

ayat (2) bagian (a) yaitu Istri tidak dapat melakukan 

kewajibannya sebagai istri padahal Termohon sedang 

hamil akan tetapi harusya yang menjadi fokus lain dari 

pada majelis hakim adalah apabila Pemohon tidak bisa 

menikah secara sah menurut hukum negara maka akan 
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dipidanakan alasan tersebut menurut penulis dapat 

menjadi pertimbangan hakim dikarenakan apabila 

Pemohon dipenjara maka dapat menyebabkan Pemohon 

tidak dapat bertanggung jawab secara nafkah lahir dan 

batin baik itu istri dan anak-anaknya. 

3. Persamaan dan Perbedaan Poligami Menurut 

Hukum Islam dan Hukum Positif 

Masalah poligami ini, baik agama Islam maupun 

negara Indonesia, sama-sama memiliki Undang-undang 

atau peraturan-peraturan yang membahas tentang 

masalah poligami, dan undang-undang, peraturan atau 

dalil tersebut membahas baik tata caranya sampai syarat-

syarat yang harus dipenuhi seseorang yamg ingin 

melakukan poligami. Walaupun demikian, pada   

dasarnya kedua peraturan itu (baik peraturan agama 

maupun peraturan negara) memiliki tujuan yang sama, 

yaitu mewujudkan yang terbaik bagi ummatnya atau 

warganya. Atas dasar itu, baik hukum Islam maupun 

hukum positif memiliki persamaan dan juga perbedaan 

pandangan dalam melihat dan menentukan masalah 

poligami ini.  

a. Persamaan Poligami Menurut Hukum Islam dan 

Hukum Positif 

Hukum Islam dan hukum positif pada 

dasarnya dalam melihat masalah poligami ini 

memiliki beberapa persamaan dan perbedaaan. 

Diantara persamaan pandangan itu adalah: 

1) Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif 

sama-sama menekankan sifat adil sebagai syarat 

utama bagi seseorang yang akan melakukan 
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poligami. Hal ini dapat dilihat dari penekanan 

ayat Al-Qur‘an yang digunakan sebagai dasar 

melakukan poligami (Q.S An-Nisa‘ ayat 3 dan 

kemudian diterangkan lebih lanjut mengenai 

syaratnya dalam An-Nisa‘ ayat 129), yang 

berbunyi: 

اَ  ٍ َ ّْنِحُىْا َف ا ً َٰ َاىُْ تٰ َفًِ َتقُْسِطىُْا َا لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ اِ و 

َ ٌْ َخِفْتُ ُْ ََۚف اِ زُتٰغ  َو  حيُٰج  ًَو  ْٰ خْ  ٍ اۤءَِ َاىِّْس   ِ ٍِّ َ ٌْ َى نُ ط اب 

ًَٰٓ ّٰ َا دْ ََۗذٰىلِ  ٌْ اّنُُ  َ َْ تَْا  ي ن   ٍ اَ  ٍ جًَا وَْ احِد  َت ؼْدِىىُْاَف ى  ا لَّا

َت ؼُىْىىُْاَۗ  ٣َا لَّا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, 

atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir 

tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) 

seorang saja atau hamba sahaya perempuan 

yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat 

untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa [4]: 3) 

Diterangkan lebih lanjut oleh para ulama 

ahli tafsir tentang syarat adil tersebut dalam 

kitab atau buku karangan mereka. Intinya adalah 

sangat sulit bagi seseorang untuk dapat berlaku 

adil walaupun ia sangat menginginkannya. 

Ulama fikih sebagian menerangkan bahwa, 

yang dimaksud dengan adil adalah dalam hal 

materi yang mencakup, pakaian, makanan dan 

tempat tinggal serta tempat menginap. Hal ini 

sesuai dengan yang tertuang  dalam undang-
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undang perkawinan Pasal 5 Ayat 1 bagian C 

yang berbunyi: 

―Adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka‖ 

2) Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif 

beranggapan bahwa, pada dasarnya setiap 

pernikahan menggunakan asas monogami. Hal 

ini dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa ayat 3 

(Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku 

adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian 

itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya) dan hal ini sesuai dengan yang ada 

dalam Undang-Undang Perkawinan  Pasal 3 

yang berbunyi: 

―Pada dasarnya dalam suatu perkawinan 

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang 

istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 

seorang suami‖. 

3) Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-

sama menganggap poligami ini adalah sebuah 

jalan darurat yang tidak bisa dilakukan oleh 

semua orang. Poligami ini baru dapat dilakukan 

apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan 

oleh agama dan Negara. Sebagimana pendapat 

para ulama ahli tafsir dan para fuqoha yang 

telah diterangkan dalam bab yang terdahulu 

dalam menafsirkan ayat yang digunakan sebagai 

dasar pembolehan poligami (Q.S An-Nisa‘ ayat 

3) terkecuali bagi ulama-ulama yang berpaham 

dzahiriah, karena menurut mereka, poligami ini 
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termasuk suatu hal yang dianjurkan atau bahkan 

diwajibkan dan merupakan sunnah Rasulullah. 

Pendapat ini mereka dasarkan pada makna 

secara tekstual yang terkandung dalam ayat 

yang digunakan dasar dalam masalah poligami 

ini (Q.S An-Nisa‘ ayat 3), dan juga dari bentuk 

lafadz dalam ayat tersbut yang menggunakan 

redaksi perintah (fi‟il amr) dalam 

penyebutannya, yaitu lafadz fankikhu yang 

menggunakan bentuk amar. Kaidah asalnya 

dalam ushul fiqh, lafadz yang menggunakan 

bentuk fi‟il amr maka lafadz itu menunjukkan 

pada makna perintah wajib atau dianjurkan 

untuk melakukannya. Sedangkan dalam undang-

undang perkawinan hal ini dapat dilihat dalam 

Pasal 3 yang menerangkan bahwa pada 

dasarnya suatu pernikahan itu menganut asas 

monogami. 

4) Batasan poligami sama-sama maksimal sampai 

empat orang istri saja. Hal ini sesuai dengan 

penafsiran sebagian besar ulama ahli tafsir dan 

jumhur ulama dalam menafsirkan ayat Al-

Qur‘an yang menerangkan mengenai masalah 

poligami ini, yaitu Q.S An-Nisa‘ ayat 3 yang 

berbunyi: 

اَ  ٍ ّْنِحُىْاَ ًَف ا َٰ َتقُْسِطىُْاَفًَِاىُْ تٰ َا لَّا ٌْ َخِفْتُ ُْ اِ و 

ََۚ زُتٰغ  َو  حيُٰج  ًَو  ْٰ خْ  ٍ اۤءَِ َاىِّْس   ِ ٍِّ َ ٌْ َى نُ  ط اب 
Jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah 
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perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, 

atau empat. 

Sedangkan dalam KHI juga 

menerangkan bahwa seseorang yang akan 

melakukan poligami hanya terbatas sampai 

empat orang saja. Hal ini sesuai dengan pasal 

yang ada dalam KHI yaitu pada pasal 55 yang 

berbunyi:  

―Beristri lebih dari satu orang dalam 

waktu yang bersamaan hanya terbatas sampai 

empat orang saja.‖ 

5) Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif 

sama-sama menetapkan syarat yang ketat dan 

sulit untuk dilaksanakan. Karena pada dasarnya 

poligami ini digunakan sebagai jalan darurat 

apabila bahtera pernikahan yang berasaskan 

monogami tidak bisa diselamatkan. 

Sebagaimana diterangkan baik dalam Al-Qur‘an 

maupun undang-undang perkawinan yang 

berlaku di Indonesia (UU No.1 Tahun 1974). 

Dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang 

digunakan sebagai dasar pembolehan poligami 

ini,  sebagian besar ulama ahli tafsir 

mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah 

adil sebagaimana yang telah disebutkan dalam 

surat An-Nisa ayat 3. Walaupun dalam 

perjalanannya, tentang adil sendiri ini Allah 

menerangkan lebih lanjut dalam Q.S An-Nisa‘ 

ayat 129 yang pada intinya bahwa manusia 

takkan dapat berlaku adil terhadap para istri-

istrinya walaupun seseorang itu sangat ingin 

berlaku adil. Pada perjalannya ada sebagian 
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ulama yang menafsirkan, bahwa yang 

dimaksudkan adil dalam ayat tersebut adalah 

adil dalam arti,  dalam masalah yang bersifat 

materi saja, bukan adil dalam hal yang bersifat 

immaterial. 

6) Baik dalam hukum Islam maupun hukum 

positif sama-sama menetapkan bahwa, bagi 

seseorang yang ingin melakukan poligami 

harus ada alasan-alasan yang kuat untuk dapat 

melakukan poligami. Hal ini didasarkan pada 

penafsiran para ulama ahli tafsir dalam 

menafsirkan ayat tentang poligami. Sedangkan 

dalam hukum positif juga disyaratkan adanya 

alasan yang memperbolehkan berpoligami, 

seperti istri mandul atau istri mendapatkan 

cacat badan yang sulit atau bahkan tidak ada 

harapan untuk disembuhkan. Barulah suami 

dapat mengajukan izin atau bahkan melakukan 

poligami. 

7) Selain harus dapat berlaku adil terhadap para 

istri dan anaknya, baik dalam hukum Islam 

maupun hukum positif sama-sama 

mensyaratkan bagi seseorang yang akan 

melakukan poligami harus dapat menjamin 

terpenuhinya kebutuhan para istri-istrinya dan 

anak-anaknya kelak setelah melakukan 

poligami. Bagi seseorang yang PNS hal ini di 

buktikan dengan menunjukkan slip gaji, surat 

pajak atau surat-surat lain yang dapat diterima 

oleh pengadilan. 

b. Perbedaan Poligami Menurut Hukum Islam dan 

Hukum Positif 
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Memandang masalah poligami ini baik 

hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki 

kecirikhasan yang berbeda satu sama lain, adapun 

perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan 

hukum Positif dalam masalah poligami ini adalah: 

1) Dalam Hukum positif ada syarat persetujuan 

dari istri atau istri-istri bagi suami yang akan 

melakukan poligami, sebagaimana yang 

disebutkan dalam undang-undang perkawinan 

Pasal 4 Ayat 1 bagian a (adanya persetujuan 

istri atau istri-istri) dan juga KHI Pasal 58 yang 

merupakan peraturan yang sama dengan yang 

tercantum dalam Undang-undang Perkawinan 

Pasal 4, sedangkan dalam hukum Islam tidak 

ada, hanya di syaratkan bagi seseorang yang 

akan melakukan poligami wajib bisa berlaku 

adil terhadap para istri-istrinya dan anak-

anaknya kelak. 

2) Dalam hukum Positif disyaratkan adanya 

persetujuan secara lisan dan tertulis dari istri 

pertama terhadap poligami yang akan 

dilakukan oleh suaminya. Persetujuan secara 

lisan itu diberikan oleh istri tua dalam sidang 

permohonan poligami suaminya. 

3) Bagi seseorang yang ingin melakukan poligami 

maka ia wajib mengajukan permohonan izin 

poligami ke pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya, jika ingin pernikahan poligaminya 

tersebut sah menurut undang-undang dan 

mempunyai kekuatan hukum. 
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4) Alasan yang bisa digunakan dalam hal 

seseorang dapat mengajukan izin poligami 

sudah ditentukan secara jelas dalam Pasal 4 

Ayat 2,  yaitu: istri tidak dapat menjalankan 

tugasnya sebagi istri, baik tugas biologis 

maupun yang lain. Istri mendapat cacat badan 

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

atau istri mandul. Sedangkan dalam Al-Quran 

tidak menerangkan secara jelas tentang alasan-

alasan yang dapat digunakan bagi seseorang 

yang akan melakukan poligami. Dalam Al-

Quran hanya disebutkan ―maka kawinilah 

wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga 

atau empat” saja . 

5) Dalam masalah poligami ini, ada sebagian 

ulama yang menyatakan bahwa poligami ini 

adalah suatu perbuatan yang dianjurkan dan 

juga termasuk sunnah rosul. Pendapatnya ini 

didasarkan atas penafsiran secara harfiah atau 

apa adanya dari dalil yang ada, tanpa melihat 

lebih jauh tentang keadaan yang 

melatarbelakanginya turun dan juga kaidah 

bahasa arab yang benar. Sedangkan dalam 

Undang-Undang Perkawinan, poligami adalah 

suatu jalan darurat yang baru bisa di ambil 

apabila tujuan-tujuan dari pernikahan yang 

berasaskan monogami sudah tidak dapat 

dicapai atau perkawinan monogami sudah tidak 

dapat dipertahankan lagi. 

6) Dalam memandang masalah syarat utama bagi 

seseorang yang diperbolehkan mengajukan 

poligami (adil), hukum positif menjelaskan dan 
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menentukan adil yang dimaksudkan itu adalah 

adil dalam hal materi saja, bukan dalam hal-hal 

yang bersifat immaterial. Hal ini dapat dilihat 

dari pasal-pasal yang menerangkan masalah 

syarat poligami. Seperti contohnya, suami 

mampu menjamin kesejahteraan hidup istri-istri 

dan anak-anaknya. Sedangkan dalam Islam 

terjadi pertentangan pendapat, akan tetapi 

sebagian besar ulama menerangkan bahwa, adil 

yang dimaksudkan dari ayat yang mendasari 

tentang poligami tersebut dan yang menjadi 

syarat utama poligami itu adalah adil dalam hal 

immaterial dan juga dalam hal material. 

7) Dalam hukum positif  suatu pernikahan baik itu 

poligami atau bukan harus dicatatkan ke 

petugas atau lembaga yang berwenang 

menanganinya, dan apabila tidak di catatkan 

pada KUA atau izin kepengadilan maka 

pernikahan atau poligaminya terrsebut 

dianggap tidak sah menurut negara dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum walaupun 

pernikahan itu sah menurut agamanya. Dari 

pernikahan atau poligami yang tidak dicatatkan 

itu berimbas pada anaknya kelak, yaitu ketika 

anak itu bersekolah dan sudah dewasa yang 

pastinya akan membutuhkan akta kelahiran. 

Sedangkan menurut hukum Islam suatu 

pernikahan baik itu poligami atau bukan itu di 

anggap sah ketika syarat dan rukunnya sudah 

terpenuhi, dan tetap sah walaupun tidak dicatat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis 

kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, untuk menjawab 

persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil 

kesimpulan yaitu:  

1. Pertimbangan hakim dalam permohonan izin Poligami 

yang diajukan tersebut yaitu hakim menggunakan Pasal 

4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara izin 

poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan 

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri 

tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut hakim berkesimpulan 

bahwasannya permohonan pemohon tersebut tidak 

dapat diterima. 

2. Hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya dalam 

melihat masalah poligami ini memiliki beberapa 

persamaan dan perbedaaan. Diantara persamaan 

pandangan itu adalah sama-sama sepakat bahwa syarat 

poligami yakni  sama-sama menekankan sifat adil 

sebagai syarat utama bagi seseorang yang akan 

melakukan poligami. Sedangkan perbedaanya, hukum 

Islam di dalam Al-Qur‘an surat An-Nisa‘ ayat 3 

membolehkan poligami sepanjang bisa berlaku adil, 

namun tidak menentukan persyaratan apapun secara 

tegas, sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami 

dalam hukum positif diatur lebih tegas lagi dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam 
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Pasal 4 ayat (2) yakni istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Pasal 5 

ayat (1) yakni harus memperoleh izin dari istri. 

B. Rekomendasi 

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah 

melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara Nomor 

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk adalah sebagai berikut: 

1. Ditujukan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang 

khususnya kepada hakim yang memutus dalam 

putusannya telah sesuai berdasarkan dasar-dasar hukum 

yang ada, baik secara aturan perundangan maupun 

dalam aspek lainnya, sebagai penegak hukum dalam 

memutuskan suatu perkara hendaknya menggunakan 

penafsirannya untuk mengembangkan makna suatu teks 

Undang-Undang, yang mana Hakim tidak lagi terikat 

dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat 

Hakim tidak pula mengabaikan hukum sebagai suatu 

sistem, agar putusan Hakim dalam peristiwa konkrit 

dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi 

pencari keadilan.  

2. Kepada masyarakat daerah Teluk Betung Timur secara 

umum dan kepada Pemohon secara khususnya ingin 

mengajukan Permohonan izin poligami hendaknya 

memperhatikan aspek maslahah di dalamnya serta 

memastikan dapat menjamin perlindungan kepada 

anak-anak dan istrinya dan juga kepada Pemohon agar 

dapat mengupayakan banding dikarenakan terjadi 

kekeliruan yang bisa diupayakan oleh pemohon 

ataupun pengacara agar meminta banding di Pengadilan 

Tinggi Agama. 
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